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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.”
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ABSTRAK

Dyah Rosita Dwi Wulandari, 2016 : Makna Penggunaan Mediasi di Pengadilan
Agama Jember.

Adanya perilaku dan kepentingan orang yang berbeda membuat
kesalahpahaman terhadap seseorang sehingga menjadikan konflik. Konflik dapat
diselesaikan melalui mediasi. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara yang
berlaku Pengadilan. Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara wajib
lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui mediasi. Hal ini rupaya masih tidak
begitu diminati oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana minat mereka yang
menyelesaikan perselisihan langsung diputus oleh hakim. Oleh karena itu makna
penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember ini menjadi penting untuk
diteliti.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana respon
para pihak yang berperkara terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jember ? 2)
Bagaimana pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan
Agama Jember? 3)Bagaimana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Jember? 4)Bagaimana upaya hakim dan mediator dalam memaksimalkan
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember ?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: Untuk mengetahui respon para
pihak yang berperkara terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jember. Untuk
mengetahui pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan
Agama Jember. Untuk mengetahui keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Jember. Untuk mengetahui upaya hakim dan mediator dalam memaksimalkan
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
(case study). Sumber data primernya berupa hasil observasi dan wawancara di
Lapangan, sedangkan sumber data sekunder berupa PERMA No. 1 Tahun 2016
tentang prosedur mediasi di Pengadilan, buku hukum, serta buku-buku bacaan
terkait judul penelitian tentang mediasi. Sumber data tersebut diperoleh dengan
cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian
dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi
sumber.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) Respon para pihak yang
berperkara terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember beragam.
Ada yang menganggap perlu dilakukan karena adanya aturan yang sudah
mengatur tentang mediasi dan ada yang menganggap tidak perlu karena mediasi
sudah dilakukan sebelum mereka mengajukan gugatan 2) Pandangan hakim
terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember sangat diperlukan
karena hakim terikat oleh aturan sehingga harus melaksanakan aturan tersebut 3)
Indikator keberhasilan mediasi yaitu adanya pecabutan gugatan, kesepakatan para
pihak, dan membuat akta perdamaian. 4) Upaya dalam memaksimalkan
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember dengan pengangkatan seorang
hakam dan mediator skill yang dimiliki mediator.

Kata kunci : Makna Penggunaan, Mediasi, Pengadilan Agama Jember
IX
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi
Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI

no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A.Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B -
< Ta T -
< Tsa Ts -
z Jim J -
z Ha H -
z Kha Kh -
2 Dal D -
3 Dzal Dz -
B ra’ R -
J Zay z -
o Sin S -
8= syin sy -
ua Shad sh -
o= Dla dl -
L ta t T (dengan titik di bawah)
L Zha zh -




& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Ghain Gh -

s Fa’ f -

S Qaf q -

< Kaf K -

J Lam L -

2 Mim M -

8 Nun N -

S Wawu W -

A Ha’ H -

3 Hamzah , Koma
< Ya’ Y E

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh Ditulis
Fathah a A
Kasrah i I Dia Munira
Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh Ditulis




Fathah dan ya

ai

adani | &< Kaifa

Kasrah

Haula

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a

Contoh J ditulis Sala

Fathah + Alif maksur ditulis a

Contoh == ditulis Yas ‘a

:Kasrah + Ya’ mati ditulis 1

Contoh x4 ditulis Majid

Dammah + wawu mati ditulis u

Contoh J3= ditulis Yaqulu

D. Ta’ Marbutoh

1. Bila dimatikan, ditulis h:

A

Ditulis hibah

-

G

Ditulis jizyah

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

XS

Ditulis iddah

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah atau syamsiyah ditulus al-

B

Ditulis al-rajulu

M\

Ditulis al-Syams

G.Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis
apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:




(ol Ditulis syai 'un

2l Ditulis ta khuzu

<yl Ditulis umirtu

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang
diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau
pengucapan atau penulisannya.

Al Jal Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah




BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang terwujud dalam
perilaku maupun kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat perilaku
dan kepentingan orang yang berbeda dan tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman
sehingga dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan
persengketaan bahkan konflik.! Allah juga menandakan hal tersebut dalam surah

Al-Bagarah ayat 30 sebagai berikut:

2\

: \\w

- J

$\

(.\

—_ ‘0\

Lv_euuijj alele S w1 6

uU JMC_MU; Sl T assy G duas o

u,uJ-uY (..tp\

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami Senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

/

S\

C_.\

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang memiliki
kecenderungan berkonflik. Keinginan nafsu yang tidak terkendali dapat

mendorong manusia pada situasi konflik. Konflik tidak hanya terjadi diantara

! Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi ADR di Indonesia (Yogyakarta:
Graha 1Imu,2012), 9.

2 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara,
1993),13.
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individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara. Faktor utama penyebab
terjadiya konflik pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan
sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Di sinilah peran hukum menurut
Soerjono Soekanto, Hukum sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari
ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta
harta benda.?

Konflik atau sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik (pidana)
maupun dalam wilayah privat (perdata). Konflik dalam wilayah publik terkait
dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk
mempertahankan kepentingan umum tersebut, sedangkan dalam wilayah hukum
privat (perdata) menitikberatkan pada kepentingan pribadi, sebagaimana hukum
privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, kewarisan,
kekayaan, hukum perjanjian dan lain-lain. *

Dalam hukum perdata terkandung hak manusia yang dapat dipertahankan
melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa. Kebanyakan yang
bersengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaiakan
sengketanya melalui jalur pengadilan, untuk hukum perdata Islam maka

kewenangannya berada di Pengadilan Agama.

% Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta:Kurnia
Esa,1970),44.

* M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun
1989, Cet.2, (Jakarta:Pustaka Kartini,1993), 327.



Dalam hal ini pengadilan agama merupakan salah satu dari Peradilan
Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang
dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. °

Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama berdasarkan undang-
undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dijelaskan bahwa pengadilan agama bertugas
dan berwenang, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama
di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi
syariah.®

Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama
adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan
umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).” Berdasarkan hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan setiap
kali persidangan, bahkan pada sidang pertama para pihak yang harus hadir secara
pribadi. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara Pengadilan Agama, maka
jalan yang ditempuh adalah melewati sebuah perdamaian atau mediasi untuk
menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.®

Pengadilan Agama Jember yang menduduki peringkat nomor empat dalam
perkara kasus perceraian, ini masih saja banyak kasus-kasus yang menumpuk.
Menurut Drs. Anwar, SH, M.Hes. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama yang mencapai

°H.Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2007),6.

®Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, (Surabaya:
Pustaka Tinta Mas,1996), 24.

8Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana, 2011), 22.



peringkat keempat di Jawa Timur sebagai Pengadilan yang menerima perkara
sengketa perceraian terbesar setelah kota Surabaya, menempati peringkat pertama
yang menerima perkara sengketa perceraian terbanyak adalah Malang dan disusul
di peringkat kedua yaitu Banyuwangi. Untuk tahun 2014 saja mencapai 7544
kasus, sementara di Tahun 2015 menurun menjadi 7001 kasus, dan di dalam
Tahun 2016 meningkat menjadi 7735 kasus.” Kasus-kasus tersebut dalam
menempuh persidangan terlebih dahulu menempuh tahap mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melaluai proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seseorang atau
lebih mediator.’® Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Rl (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur
mediasi di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung untuk memperbaruhi dan menyempurnakan PERMA Nomor 1
Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi mendapatkan
kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan.
Para pihak wajib megikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila
para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula

kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat (1) dan ayat 2). Oleh

° Data dokumentasi Panitera Muda Hukum Perdata, 9 Januari 2017

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1, mediator adalah pihak
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan kesepakatan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara pemutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.



karenanya, mediator dalam pertimbangan putusanya wajib menyebutkan bahwa
perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan
mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan
tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai pembayaran biaya mediasi dan
biaya perkara.'

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan
perdamaian. Dari 7735 perkara tersebut hanya 543 perkara yang menempuh
proses mediasi dan hasilnya hanya 11 perkara yang berhasil dimediasi. walaupun
kedudukan hukum mediasi didalam peradilan sudah sangat jelas mewajibkan para
pihak yang berperkara harus menempuh mediasi terlebih dahulu yang sudah
tertuang didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditambah dengan kenyataan
masyarakat Indonesia mediasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul di
Indonesia. Dalam falsafah masyarakat Indonesia sendiri, pengambilan keputusan
termasuk penyelesaian sengketa adalah menggunakan musyawarah mufakat.
Filosofi ini tertuang dalam dasar negara yaitu pancasila dalam sila keempat dan
dijabarkan dalam UUD 1945. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa para pihak
yang bersengketa khususnya di Pengadilan Agama Jember dan tentu juga
pengadilan belum memanfaatkan prosedur mediasi ini seoptimal mungkin.
Walaupun mediasi mempunyai maksud dan tujuan yang baik, mediasi tidak begitu
diminati oleh pihak yang bersengketa khususnya di Pengadilan Agama Jember
sebagaimana terhadap minat mereka yang menyelesaikan perselisihan langsung

diputus di pengadilan, sehingga meskipun mediasi sebagai syarat untuk

1 Mahkamah Agung RI, PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



dilakukannya sebelum memasuki sidang pengadilan hanya dilakukan sebatas
formalitas untuk memenuhi pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pola pikir dan keinginan pihak yang
bersengketa hanya menginginkan permasalahan mereka cepat-cepat diselesaikan
karena permasalahan yang mereka bawa ke pengadilan sudah rumit dan apabila
rukun kembali akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti
menjadi tertarik untuk meneliti tentang mediasi, sehingga peneliti merumuskan
judul “MAKNA PENGGUNAAN MEDIASI DI PEGADILAN AGAMA
JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini
difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana respon para pihak yang berperkara terhadap mediasi di

Pengadilan Agama Jember?

2. Bagaimana pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di

Pengadilan Agama Jember?

3. Bagaimana keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember?
4. Bagaimana upaya hakim dan mediator dalam memaksimalkan
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk menjelaskan respon para pihak yang berperkara terhadap mediasi di
Pengadilan Agama Jember
2. Untuk menjelaskan pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di
Pengadilan Agama Jember
3. Untuk memperoleh data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember
4. Untuk mengoptimalkan upaya hakim dan mediator dalam keberhasilan
mediasi di Pengadilan Agama Jember
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah
keilmuan dalam Aspek Hukum Acara Peradilan Agama, khususnya mengenai
mediasi dalam menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa, serta
dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di
masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya, dan
pembaca pada umunya mengenai Mediasi dalam pemahaman yang
mendalam secara aplikatif terhadap proses mediasi
b. Bagi almamater IAIN Jember dan para mahasiswa Al Ahwal Asy
Syakhsiyyah khususnya diharapkan nantinya skripsi ini dapat dijadikan

koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.



E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini bermanfaat untuk menghindari adanya
salah pengertian dalam memahami masalah, juga berguna untuk menghindari
terjadinya penafsiran yang jauh terhadap konsep yang ada dan mengarahkan
jalannya penelitian dengan baik. Adapun hal-hal yang perlu didefinisikan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Makna Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian
makna adalah arti atau maksud sedangkan penggunaan itu sendiri adalah proses,
cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.*? Maksud peneliti disini adalah
makna penggunaan terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang
bersengketa di Pengadilan Agama Jember.

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian
suatu perselisinan sebagai penasihat.® Mediasi secara etimologi berasal dari
bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Takdir Rahmadi, Hakim
Agung/ Ketua Kelompok Kerja Mediasi, berpendapat bahwa mediasi itu adalah
penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau musyawarah mufakat para
pihak dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan
memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri

sengketa.'* Maksud mediasi di judul ini adalah mediasi yang yang dilakukan di

2Kbbi.web.id

3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka,1988), 726.

“Doni Derwawan, “Implementasi PERMA No.I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan”,www.Pta-jambi.go.id/Peraturan/Peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-
2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pegadilan (12 Oktober 2016).



Pengadilan Agama Jember oleh seorang mediator sebagai pihak penengah
sehingga dapat menyelesaikan perselisihan para pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu si
antara empat Pengadilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan
Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu.*® Maksudnya
khusus disini Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang
berdasarkan hukum Islam, wagaf dan shadagoh. ** Pengadilan Agama di maksud
peneliti disini karena Pengadilan Agama juga mempunyai tugas dan wewenang
menyelesaiakan perkara dengan cara memutus dan juga mendamaikan para pihak
yang bersengketa.

Jadi, makna penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember disini
adalah arti, atau perbuatan sesuatu terhadap penggunaan mediasi yang dilakukan
di Pengadilan Agama Jember karena selain memiliki tugas dan wewenang
menyelesaikan perkara dengan cara memutus, Pengadilan Agama Jember juga
memiliki wewenang untuk mengupayakan mediasi atau perdamaian kepada para
pihak yang bersengketa, sehingga penggunaan mediasi tersebut diperlukan apa

hanya sebatas aturan formalitas.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global

tentang isi dari satu bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan

>Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 8..
1 http://rebanas.com/kamus/hukum/pengadilan-agama
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lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya
akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.'’

Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahsan
skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.*® Untuk
memudahkan dalam pembahasan alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis
menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu. Penelitian
terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumya.
Dilanjutkan dengan kajian teori.

Bab Ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh
peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, bahan
hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

Bab Keempat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri
dari gambaran obyek penelitian yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Jember,
visi dan misi Pengadilan Jember, fungsi dan tujuan Pengadilan Agama Jember,
struktur organisasi Pengadilan Agama Jember, serta wilayah hukum Pengadilan
Agama Jember, dilanjutkan dengan penyajian data dan pembahasan temuan

penelitian.

Y Tim Penyusun IAIN Jember. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press,
2015), 53.
% 1bid, 54.
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Bab Kelima adalah sebagai penutup, maka bab ini akan dikemukaan
kesimpulan akhir dari penulisan dan dikemukakan pula saran-saran demi

meningkatkan terhadap proses mediasi yang di Pengadilan Agama Jember



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian tentang mediasi sudah pernah dilakukan
sebelumnya, dan sebagai bahan perbandingan penelitian dalam membedakan
antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini, maka peneliti menyajikan

penelitian-penelitian terdahulu yaitu:

No | Nama dan Judul Perbedaan Persamaan
1.| Zainal Abidin | Peneliti ini lebih | Persamaan yang
“Implementasi memfokuskan pada | terdapat pada
Peraturan pelaksanaan ~ mediasi | penelitian terdahulu

Mahkamah Agug | yang dimaksud dalam | dengan penelitian ini
(PERMA) Rl | PERMA Nomor 1 |adalah  membahas
Nomor 1 Tahun | Tahun 2008 tidak | tentang mediasi dan
2008 Tentang | khusus dalam perkara | lokasi penelitian
Prosedur Mediasi | tertentu. Namun pada | sama-sama di
di Pengadilan | perspektif hakim dan | Pengadilan Agama
(Studi di | teknis pelaksanaan di | Jember

Pengadilan Pengadilan Agama,
Agama  Jember | PERMA  Nomor 1

Tahun 2011).” Tahun 2008."

197ainal Abidin, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Rl Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (IAIN Jember: Fakultas Syariah, 2011).

12
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Sedangkan peneliti
disini lebih
memfokuskan  kepada

respon terhadap para
pihak yang berperkara
di Pengadilan Agama
Jember

terhadap

praktek mediasi.

.| Mashudi

Budianto “Upaya
mediasi dalam
penyelesaian
sengketa harta
gono-gini  ketika
terjadi perceraian
di Pengadilan
Agama

Banyuwangi

2004/2005.”

Pada penelitian ini
peneliti sebelumya
cenderung fokus

terhadap mediasi pada
perkara tertentu, yakni
bentuk mediasi dan
prosedur mediasi dalam
penyelesaian harta gono
ini

gini.  Penelitian

menyimpulkan bahwa
bentuk mediasi dalam
menyelesaikan  harta
gono-gini yaitu dengan
cara menawarkan

kepada para pihak

Persamaan yang

terdapat pada
penelitian ini dengan
penelitian terdahulu
adalah  membahas
tentang mediasi dan
Jenis pendekatan
penelitian sama-
sama menggunakan
jenis pendekatan

studi kasus
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sesuai dengan
perundang-undangan

yang berlaku,
sedangkan prosedur
mediasi dalam
penyelesaian  sengketa
harta gono—gini  di
Pengadilan Agama
Banyuwangi tetap
berdasarkan PERMA
yang berlaku mulai dari

penetapan mediator,

pelaksanaan proses
mediasi, sampai
pembuatan akta
perdamaian yang

disepakati oleh para

pihak.?

3.| Djohan Ady
Irawan “Mediasi

sebagai dasar

Penelitian ini mengkaji
dan menganalisis

apakah proses mediasi

Persamaan yang
terdapat pada

penelitian terdahulu

®Mashudi Budianto, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-gini Ketika
Terjadi Perceraian, (IAIN Jember: Fakultas Syariah, 2006).



15

pencabutan
gugatan
perceraian

(Kajian Penetapan
Nomor
3538/Pdt.G/2008/

PA.Jr”

dalam perkara
perceraian dengan
register nomor
3538/Pdt.G/2008/PA.Jr
sesuai pasal 17
Peraturan ~ Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun
2008 tetang Prosedur
Mediasi di Pengadilan,

selain  itu,  peneliti

menganalisis Ratio
deidendi hakim
Pengadilan Agama
nomor
3538/Pdt.G/2008/PA.Jr

tersebut dan  dasar

tentang register perkara

gugatan perceraian
nomor
3538/Pdt.G/2008/PA.Jr

dituangkan kembali
dalam penetapan

pencabutan perkara

dengan penelitian ini
adalah membahas

tentang mediasi
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tersebut. Dalam
penelitian ini dihasilkan
kesimpulan bahwa
proses mediasi dalam
perkara tersebut tidak
sesuai dengan Pasal
1851 KUH Perdata,
Pasal 130 HIR dan
ataul54 RBg, serta
Pasal 17 ayat (1)
PERMA NO. 1 Tahun
2008, karena para pihak
tidak merumuskan
secara tertulis tentang
kesepakatan

perdamaian  tersebut.
Pencabutan perkara
merupakan hak dan
pemohon untuk
mengakhiri perkaranya.
Maka dengan merujuk
Pasal 54  Undang-

Undang Peradilan
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Agama dan Pasal 271
dan 272 Rv, pencabutan
perkara tersebut dapat
dilakukan oleh Majelis
Hakim dan berdasarkan
kesepakatan damai
Majelis Hakim juga
dapat mengeluarkan
pencabutan gugatan
tersebut. Dasar tentang
register perkara tersebut
dituangkan kembali
dalam penetapan
pencabjtan perkara
adalah dari ketentuan
yang ada dalam Buku
Register yang
menjelaskan  tentang
harus ada kesamaan
anatara nomor perkara
dengan Putusan/
Penetapan yang ada

pada  buku jurnal.
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Sehingga perkara yang
didaftarkan tersebut
mendapat nomor
3538/Pdt.G/2008/PA.Jr.
Maka
Putusan/Penetapan
harus dengan nomor
perkara, yaitu

3538/Pdt.G/2008/PA.J*

B. Kajian Teori
1. Pengertian Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa inggris
mediation yang berarti perantaraan,* sedangkan dalam bahasa belanda
disebut medio artinya pertengahan. Mediasi secara etimologi berasal dari
bahasa latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk
pada peran yang ditampilkan para pihak ketiga sebagai mediator dalam
menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para
pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi
netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. la harus mampu
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama

sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

“Djohan Adi Irawan, Mediasi Sebagai Dasar Pencabutan Gugatan Perceraian, (Universitas
Jember, 2010).
?Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi ADR di Indonesia, 3.
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Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa
mediasi adalah kegiatan menjebatani antara dua pihak yang bersengketa
guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Dalam kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak
ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.?®

Berdasarkan penjelasan mediasi dari segi kebahasaan di atas lebih
menekankan pada keberadaan para pihak ketiga yang menjembatani para
pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada
pada posisi tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan
mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai
hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi
dari segi kebahasaan belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah
dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para
ahli resolusi konflik, diantaranya:

Menyangkut pengertian mediasi, Laurence Boulle dalam bukunya
berjudul Mediation, Principles, Process, Practice seperti disadur oleh Said
Faisal mengemukakan bahwa mediasi adalah proses mebuat satu
keputusan atau lebih detailnya mediasi adalah

A decision making process in wich the parties are assisted by a
mediator, the mediator attempt to improve the proces of decision making

and to assist the parties the reach an out come to wich of them can assent

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka,1988), 726.
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Sementara itu senada dengan pendapat J. Folberg dan A. Taylor dalam
bukunya berjudul Mediation, A comprehensive Guide to Resolving
Conflict Without Litigation yang disunting oleh Said Faisal mendefinisikan
bahwa mediasi adalah

The process by wich the participant, together with the assistance of a
neutral person, systematically isolate dispute in order to develop options,
consider alternative, and reach consencual settlement that will
accommodate their need

Garry Goopaster memberi definisi, mediasi sebagai proses negosiasi
pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial)
bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu
mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Menurut Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan di bantu oleh mediator.

Dengan berbagai pengertian mediasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa
mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara
netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog terbuka,
tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.

. Tujuan Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian suatu

sengketa. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara
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pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial.*

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan
damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa
melalui mediasi menempatkan posisi kedua belah pihak pada posisi yang
sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan
(win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif
dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan
mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan,
mediator hanya menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan
damai mereka.
3. Model Mediasi
Lawrence Boulle, seorang profesor dalam ilmu hukum dan Directur
Dispute Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam
sejumlah model, sebagai berikut; %
a. Model Penyelesaian (Settlement Model)
1) Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar
atas suatu kesepakatan
2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang
dinyatakan para pihak
3) Fungsi mediator adalah menentukan posisi “botton line” para
pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para

pihak mencapai titik kopromi

2*Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 24.
251 1hi
Ibid, 31.
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4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi
dan model ini menekankan kepada keahlian dalam proses atau
teknik mediasi

b. Model Fasilitasi (Fasilitative Model)?

1) Prosesnya lebih terstuktur

2) Pendekatannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan
para pihak yang berselisih

3) Mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke
interest based negotiation mengarah kepenyelesaian yang saling
menguntungkan

4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam
mencari alternatif penyelesaian

5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus
ahli dalam bidang yang diperselisihkan

c. Therapeutic Model

1) Fokus terhadap penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas
hanya pada penyelesaian sengketa tapi rekonsiliasi antara para
pihak

2) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan
menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional hingga
para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan

kembali hubungan mereka

%L awrence Boulle dalam Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Press,2012), 85.
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3) Mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam “counselling” dan
juga proses serta teknik mediasi
d. Evaluative Model
1) Disini para pihak berharap bahwa seorang mediator akan
menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengerahkan
penyelesaian ke suatu kisaran yang telah dperkirakan terhadap
permasalahan tersebut
2) Fokusnya lebih kepada hak dan standar penyelesaian atau kasus
serupa
3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan
dapat juga terkualifikasi secara legal, mediator tidak harus
memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.?’
4. Prinsip-prinsip Mediasi
Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi.
Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosifis dari
diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan
kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehigga dalam
menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi
lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk
pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima
prinsip mediasi ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima

prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip

2'Edi As’Adi, Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi ADR di Indonesia, 7.
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sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip
netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).?

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality.
Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah segala sesuatu yang terjadi
dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak
yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh
masing-masing pihak.”® Demikan juga mediator harus menjaga
kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan
seluruh dokumen diakhir sesi yang dilakukan. Mediator juga tidak dapat di
panggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai
penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai
diharapkan saling menghormati kerahasian dan kepentingan masing-
masing pihak, sehingga mereka dapat mengugkapkan masalahnya secara
langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan
kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang
bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri
secara sukarela dan tidak ada paksaan, tekanan dari pihak-pihak lain atau
luar. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama
untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka,bila mereka

datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

283yahrizal Abbas, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, 28.
#Ibid, 29.
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Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini
didasarkan pada asusmi bahwa orang yang mau datang ke mediasi
sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah
mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh
karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan
dari luar. Peyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap
masing-masing pihak, hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk
menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralita (neutrality). Di dalam mediasi, peran
seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap
menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya mempunyai
wewenang mengontrol proses berjalan atau tidakya mediasi. Dalam
mediasi seorang mediator tidak bertindak sebagai seorang hakim atau juri
yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung
pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaian
kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Solusi yang
dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal,
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.*® Oleh karena itu hasil
mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang

terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

%0 Ibid, 30-31.



26

5. Syarat-syarat Mediator
Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 seorang mediator adalah

hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Persyaratan mediator

antara lain:*!

a) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak

b) Kemampuan menunjukkan sikap empati

c) Tidak menghakimi dan memberikan sreaksi positif terhadap sejumlah
pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi

d) Memiliki kemampuan kominakasi yang baik, jelas, dan teratur serta
mudah dipahami

e) Kemampuan menjalin hubungan antar personal

f) Disetujui oleh kedua belah pihak

g) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

h) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang
bersengketa

1) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap

kesepakatan para pihak.

%1 Ibid, 60-70.
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6. Landasan Hukum Mediasi

a)

Dasar Hukum Islam
Adapun dasar hukum mediasi dalam hukum Islam adalah

sebagaimana Firman Allah SWT:
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“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. 32
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“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh
dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan
jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. %

%2 Al-Quran, 49:10.
*Ibid., 4:128.
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“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal » 34
b) Dasar Hukum Formil
Landasan Formil mengenai integrasi dalam sistem peradilan, pada
dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal
145 Rbg. Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 H.IR, hakim sebelum
memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak, usaha perdamaian itu dilakukan
sepanjang proses berjalan.*® Namun untuk lebih memberdayakan dan
mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasikannya ke arah
yang lebih bersifat memaksa (compulsory), yaitu : %
1. Semula di atur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002
SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang

berjudul Perberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan

*Ibid., 4:35.

*Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009),35.

%yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 242-244.
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Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR).*" Penerbitan SEMA
tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas MA di
Yogyakarta tanggal 24 s.d 27 September 2001. Motivasi yang
mendorongnya untuk membatasi perkara kasasi secara substantif
dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu
menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat
turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Barangkali belakangan MA menyadari SEMA itu sama
sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum
mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan
ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG. Hanya memberi peran
kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak
memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak
melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian.
Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari
2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedual penyelesaian
perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses
litigasi biasa.

2. Disempurnakan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003

Beranjak dari anggapan bahwa Surat Edaran No. 1 Tahun

2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/RBg) adalah

%7 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 159.
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belum legkap dan oleh karena itu perlu disempurnakan, Maka

Mahkamah Agung Pada tanggal 11 September 2003, MA

megeluarkan PERMA No.2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA

No. 1 Tahun 2002. Pada pasal 17 PERMA ini menegaskan :
Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
INI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun
2002 tentang Pemberdayan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG)
dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adanya
institusionalisasi lembaga mediasi kedalam proses beracara
dipengadilan. Dilihat dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003
“Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat
pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian
dengan bantuan mediator”. Juga dalam Pasal 3 ayat 1 ”Pada sidang
pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para
pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.”

PERMA No. 2 Tahun 2003 berjudul Prosedur Mediasi di

Pengadilan, dengan substansi yang terdiri 6 BAB dan 18 pasal:

Bab | : Ketentuan Umum (Pasal 1-2)
Bab Il : Tahap Pra Mediasi (Pasal 3-7)
Bab 111 : Tahap Mediasi (Pasal 8-14)
Bab IV : Tempat dan Biaya (Pasal 15)

Bab V : Lain-lain (Pasal 16)
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Bab VI : Penutup (Pasal 17-18)
3. Disempurnakan lagi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Pada dasarnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah
penyempurna dari Perma Nomor 1 Tahun 2001 dan Perma Nomor.
2 Tahun 2003. Misalnya dalam dhal waktu atau durasi yang
dibutuhkan untuk mediasi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003
waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa
diperpanjang 14 hari kerja apabila para pihak yang bersengketa
masih  mempunyai kemampuan dan iktikad baik untuk
bermusyawarah.®

PERMA ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2008 yag
berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Pada huruf e
konsideran dijelaskan baahwa setelah dilakukaan evaluasi terhadap
pelaksanaan Prosedur Mediasi Di Pengadilan berdasarkan PERMA
RI' Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa
permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga
PERMA Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud utuk
lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses
berperkara di Pengadilan.®* Adapun substansi dari PERMA Nomor

1 Tahun 2008 sebagai berikut:

*® Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), 47.
% Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan huruf e
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Bab | : Ketentuan Umum (Pasal 1-6)
Bab Il : Tahapan Pra Mediasi (Pasal 7-12)
Bab 11l : Tahap- Tahap Proses Mediasi (Pasal 13-19)
Bab IV: Tempat Penyelenggaraan Mediasi (Pasal 13-19)
Bab V : Penyelenggaraan di Tingkat (Pasal 21-22)

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
Bab IV : Kesepakatan Diluar Pengadillan (Pasal 23)
Bab VII: Pedoman Perilaku Mediator dan Intensif  (Pasal 24-25)
Bab VII: Penutup (Pasal 26-27)
Disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pada awal tahun 2016 tepatnya sejak tanggal 3 februari
2016 dan telah diundangkan pada 4 februari 2016 Mahkamah
Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mengenai
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini
merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi
sebelumnya. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam
bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan
para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, maka apabila
diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau
Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan
pengadilan pada tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi

(Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No.1 Tahun 2016).
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Sebagai revisi aturan yang menggantikan aturan mengenai
mediasi yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa hal baru
yang merupakan penyempurna aturan yang lama. Setidaknya ada
lima perubahan mendasar yaitu mengenai Itikad Tidak Baik dalam
mediasi dan konsekuensinya, Penyelesaian Sebagian, Pengecualian
Mediasi, Konsekuensi tidak menempuh Proses Mediasi dan
Penyelesaian Mediasi di Luar Pengadilan. Dalam pembaharuan
yang diatur dalam Perma ini antara lain tidak beritikad baik yang
menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi
dapat diteruskan atau tidak. Bila penggugat dinyatakan tidak
beritikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh
hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No 1 Tahun
2016). Dan konsekuensinya adalah penggugat diwajibkan untuk
membayar biaya panjar perkara mediasi. Kemudian Mediator
memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa penggugat
tidak beritikad baik dan hakim pemeriksa dalam putusan akhir
menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai
hukuman pembayaran biaya perkara dan biaya mediasi (Pasal 22
ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016).* Di dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016 terdapat 9 BAB dengan substansi sebagai berikut:

Bab | : Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab Il : Pedoman Mediasi di Pengadilan  (Pasal 2 —12)

0 Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, 50.
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Bab 111 : Mediator (Pasal 13 - 16)
Bab IV : Tahapan Pramediasi (Pasal 17 — 23)
Bab V : Tahapan Proses Mediasi (Pasal 24 — 32)
Bab VI : Perdamaian Sukarela (Pasal 33 — 34)
Bab VII . Keterpisahan Mediasi dari Litigasi (Pasal 35)

Bab VIII : Perdamaian Diluar Pengadilan (Pasal 36 — 37)
Bab IX . Ketentuan Penutup (Pasal 38 — 39)

7. Proses Mediasi di Pengadilan Agama
Tahapan mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra
mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi
mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh
mediator dan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa.**
a. Tahap Pra Mediasi
Tahap pra mediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun
sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Berdasarkan
Pasal 3 ayat (1) PERMA adalah sebagai berikut:
1. Memerintahkan lebih dahulu menempuh mediasi
PERMA memberi fungsi dan kewenangan kepada Hakim untuk
memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu
menempuh penyelesaian melalui proses mediasi, kewajiban

menempuh lebih dahlu penyelesaian melalui proses mediasi,

*ISyahrizal, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, 36.
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bersifat imperatif, bukan regulatif, oleh karenannya mesti ditaati

para pihak
2. Saat penyampaian perintah

Adapun saat penyampaian perintah menurut Pasal 3 ayat (1)

PERMA dilakukan oleh Hakim pada sidang petama. Jadi, Hakim

harus menyampaikan kepada para pihak terlebih dahulu menempuh

mediasi pada sidang pertama sebelum hakim membuka replik-
duplik atau sebelum gugatan dibacakan
3. Syarat Penyampaian perintah

Syarat yang harus dipenuhi agar penyampaian perintah yang
mewajibkan para pihak untuk lebih dahulu melakukan proses
mediasi adalah pada saat sidang dihadiri oleh kedua belah pihak,
jika yang hadir hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak
dapat menyampaikan perintah tersebut.*?

Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain:
membangun kepercayaan diri, Menghubungi para pihak menggali,
memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan,
mengoordinasi para pihak yang Dbertikai, mewaspadai perbedaan
budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan,
kesepakatan waktu dan tempat, menciptakan rasa aman bagi kedua

belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisinan mereka.

*> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Hakim, 252.
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Mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup
sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengkonsultasikan
pada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak
yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan dan durasi
waktu yang ditetapkan. Supaya mediator mendapatkan pemahaman
yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa,
maka para pihak harus menyerahkan kepada mediator hal-hal, antara
lain: Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara,
fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang berkaitan
dengan sengketa.

Untuk efesiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga
diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih
baik lagi bila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak
serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak serta terebut
(Pasal 14 huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2016). *®

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang
bersengketa sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses
mediasi. Tahap mediasi didalam Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan: Dalam waktu
paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang

disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada

* Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan,100.
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pihak lain dan mediator. Selanjutnya mediator menunjukkan jadwal
pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.**
Pada dasarnya proses mediasi bersifat rahasia dan berlangsung paling
lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan
mediator sebagaimana pada ayat (3) pasal yang sama.

Dalam proses ini terdapat beberapa langkah, diantaranya sambutan
mediator, Presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan
dan menjernihkan  permasalahan, berdiskusi dan negosiasi
permasalahan yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan
butir kesepakatan, dan merumuskan, mencatat, dan menuturkan
kembali keputusan kemudian menutup mediasi. Jika tercapai
kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan
secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan ditanda tangani oleh
para pihak dan mediator (Pasal 27 ayat (1)).

Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu
akta perdamaian, jika tidak mencapai kesepakatan, maka mediator
menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal, dan
memberitahukan kepada Hakim (Pasal 32 ayat (1)) yang kemudian
akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut.*

Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi
Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah

menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan

**H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Cintra Aditya
Bakti,2013), 74.

“1bid, 75.
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bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Bila para proses mediasi
mencapai hasil akhir dan kesepakatan para pihak untuk menghentikan
sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan klausul-
klausul yang disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis.

Dalam hal kalau para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai
sekaligus mengkukuhkan kesepakatan, maka para pihak bisa mohon
kepada Hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau
klausula perkara telah selesai.*®

Adapun bila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka
selanjutya oleh para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada
Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian atau
putusan perdamaian. Isi akta perdamaian adalah akta perdamaian
secara lengkap yang dituangkan dalam suatu putusan perdata dengan
keharusan untuk mencantumkan perintah majelis hakim untuk para
pihak agar menepati persetujuan atau kesepakatan yang telah
dimufakati tersebut.

Dengan mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara
cepat dan relative murah dan dapat memberikan akses lebih besar

kepada para pihak, selain itu akan memfokuskan perhatian para pihak

* Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan,109.
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pada kepentingan mereka secara nyata, juga memberikan kesempatan
para pihak utuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan
perselisihan.*’

Adapun manfaat dalam gugatan perdata jika perdamaian berhasil
dilaksanakan dan para pihak yang berperkara dengan dibuatnya akta
perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian yang dibuat
oleh Hakim:*®
1. Mempunyai Kekuatan Hukum

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in

kracht van gewijsde). Pada Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan

bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat sidang Majelis

Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti putusan

pengadilan lain. Putusan perdamaian itu tidak bisa di bantah

dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan
salah satu pihak dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Begitu juga
dalam Pasal 130 ayat (2) HIR.*

2. Tertutup Upaya Banding dan Kasasi

Putusan perdamaian sama nilainya dengan putusan pengadilan

lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini

berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan

*'Syahrizal, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, 26.

“®Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009),36.

“Bahwa jika perdamaian itu dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat
putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang
mereka buat.
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kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan

perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan

perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi.>®
8. Upaya dalam memaksimalkan mediasi
a) Pengangkatan Hakam (Mediator)

Pengangkatan mediator di dalam lembaga formal seperti
pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka
pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan. Prinsip utama pegangkatan seorang mediator adalah
memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang
berhubungan dengan masalah sengketa para pihak (sisi internal dan
sisi eksternal mediator). Jika seseorang sudah memiliki kedua
persyaratan utama, baru ia dapat menjalankan kegiatan mediasi.
Sebalikya, orang yang tidak memiliki persyaratan akan sulit
menjalankan mediasi, karena posisi yang sangat lemah dan
ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal
(personal skill).”*

Dalam pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2003 disebutkan bahwa mediator pada setiap pengadilan berasal
dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah mendapat sertifikat

mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak luar dapat menjadi

*®Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir
Berperkara Cet 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 151.
>'Syahrizal, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional, 70-71.
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mediator dipengadilan dengan syarat yang bersangkutan memiliki
sertifikat sebagai mediator.

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak
terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik
sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang
bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat
mediator diangkat oleh ketua pengadilan. Oleh karenanya, setiap
pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan
pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap
tahun.

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pernyataan ini
disampaikan hakim kepada para pihak pada sidang pertama. la
meminta para pihak para pihak untuk memilih mediator oleh
pengadilan, yang kemudian seorang mediator bisa menjalankan
kegiatan mediasi.

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat

imperatif.>2

Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang
berperkara. Hal ini dapat ditarik dari ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR

yang mengatakan:

2Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Hakim, 239.
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1. Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak
2. Maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Jadi menurut
pasal ini, apabila hakim tidak berhasil mendamaikan,
ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang.
Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan
pemeriksaan perkara;>®
a. Mengandung cacat formil, dan
b. Berakibat pemeriksaan batal demi hukum
Jadi upaya hakim untuk mendamaikan adalah bersifat
imperatif. Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses
pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan
tahap mendamaikan, batal menurut hukum.
Mediator Skill
Sebagian besar peran mediator dalam proses mediasi adalah
bertanya dan mendengar. Mediator lebih banyak mendengar karena
mediator mau mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan
para pihak sehingga mediator bisa melihat permasalahan secara lebih
jernih dan apa yang menjadi akar permasalahan.
Mediator harus mau mendengar karena ketika kedua belah pihak
bersengketa, maka kedua belah pihak tidak ada yang mau saling

mendengar. Tujuan dari mendengar yang dilakukan mediator adalah

>3 1bid, 239.
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agar sirkulasi antara emosional dan rasional, yang emosional keluar

dan rasional masuk. Teknik mendengar aktif, antara lain:**

1. Attending skills (keahlian menghadiri)
Mediator  berdekatan dengan pihak yang bersengketa,
mendengarkan dan bertatapan.

2. Following skills (keahlian mengikuti)
Mediator mendengar para pihak dan mengajukan pertanyaan.
Ketika seorang bercerita, mediator memancing pihak tersebut
untuk terus bercerita dengan terus mengajukan pertanyaan.

3. Reflecting skills (keahlian merefleksi)
Apa yang telah diceritakan para pihak, oleh mediator dirangkum
dan kemudian disampaikan kembali kepada para pihak. Jadi para
pihak merasa bahwa apa yang disampaikannya itu benar-benar
didengar oleh mediator.

9. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi
a) Kelebihan Mediasi

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi

sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa

keuntungan, yaitu:

1. Penyelesaian bersifat informal
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan

hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah

>* Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 89.
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hukum (legal term) kepada pendakatan yang bercorak nurani atau
moral. Menjauhkan dari pendekatan doktrin dan asas pembuktian
ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak
hakim, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan
kemauan mereka, karena mereka yang lebih tau hal yang
sebenarnya  dan sesungguhnya  atas sengketa  yag
dipermasalahkan.>

3. Aturan pembuktian tidak perlu
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling
membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan
prinsip pembuktian yang formil dan teknis yangg sangat
menjemukan seperti halnya dalam proses pengadilan.

4. Jangka waktu penyelesaian Pendek
Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua
minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan
kerendahan hati dari kedua belah pihak.

5. Bersifat rahasia
Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi
bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses

pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat

> Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Hakim, 237.



45

berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara
yang yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk
umum dapat dihadiri oleh publik sehingga sebelum pengambilan
keputusan dan dapat bermuculan berbagai opini publik yang ada
dan dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa
dalam menyikapi putusan majelis hakim.

Komunikasi dan fokus penyelesaian

Di dalam komunikasi terpancar keinginan memperbaiki
perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubugan yang lebih
baik untuk masa depan. Jadi, melalui komunikasi itu yang mereka
selesaiakan bukan masa lalu (not the past) tapi untuk masa depan
yang akan datang (for the future).*®

Biaya ringan

Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Meskipun ada sangat
murah. Hal ini kebalikan dari sistem peradilan , harus

mengeluarkan biaya mahal (very expensive)

. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan
kebutuhan atau keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh
sebab itu keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenubhi

rasa keadilan para pihak.

% |bid, 237.
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9. Pemberdayaan individu
Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali
merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang
melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.
b) Kekurangan Mediasi
Dalam mediasi terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah
tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa
atau dapat simpangi oleh para pihak, mediator bisa saja melaksanakan
fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya, mediasi bisa mengalami
kegagalan dikarenakan mediator tidak mempunyai kewenangan
membuat keputusan selama perundingan berlangsung sehingga
dimungkinkan para pihak tidak menemui penyelesaian yang sifatnya

final dan memaksa secara langsung.
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METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini,
penulis memilih metode penelitian dengan menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan upaya
penggalian dan pemahaman terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu
atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan®’ yang
menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu
fenomena. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ia akan melakukan
pengamatan-pengamatan mengenai respon para pihak yang bersengketa
terhadap praktek mediasi.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian
studi kasus (case study) vyaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk
memahami  perkembangan pribadi, kelompok, lembaga dan juga
perkembangan suatu masalah.*® Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus
dikarenakan peneliti melihat terhadap kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang
sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terhadap praktek
mediasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, di sini peneliti akan
menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan bersifat grounded atau berpijak

betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.*®

*'Septiawan Santana K, Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2010),1.

®Muhajr Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin,2000), 60.

**Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rieneka Cipta,1996), 21.
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B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember, yang
beralamatkan di Jalan Cendrawasih, Jember lor Patrang Jember, Telp/Fax
(0331) 411802. Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pertimbangan memilih lokasi penelitian
di Pengadilan Agama Jember, karena permasalahan yang terjadi di Pengadilan
Agama Jember sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang .
Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu dari Pengadilan Agama
yang angka perceraiannya tertinggi di Jawa Timur, tentunya fenomena ini
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi yang salah satu tujuannya
adalah untuk meminimalisir angka perceraian yang jumlahnya terus
meningkat setiap tahunnya. Selain itu lokasi penelitian ini juga bisa dijangkau
oleh peneliti dengan pertimbangan waktu dan biaya untuk melakukan
penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di
Pengadilan Agama Jember.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang
hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin
memperoleh data tentang respon para pihak yang berperkara terhadap mediasi
yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember serta upaya yang dilakukan oleh
Hakim untuk memaksimalkan penggunaan terhadap mediasi.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember
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2. Mediator, Panitera, dan Hakim Pengadilan Agama Jember.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam,
yakni sumber data primer dan sumber data skunder, sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari
masyarakat.®® Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara
yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar,
bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah dan bertujuan memperoleh
informasi yang diperlukan secara langsung dari informan dilapangan,
yakni Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Jember, Hakim
Panitera dan Mediator.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara
langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan
penelitian. Data sekunder ini umunya berupa bukti, dokumen, catatan atau
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.
Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga golongan , yakni:
Bahan Hukum Primer, terdiri dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer®" dan dapat membantu menganalisis dan

%95perjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet.3 (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,
1986),51.

%1Sperjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 1994), 13.
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memahami bahan hukum primer, meliputi berbagai buku hukum, skripsi,
tesis, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta literatur yang
berhubungan dengan mediasi.
Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan sekunder,®* berupa kamus-kamus dan
beberapa referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi, berikut penjelasannya :
1. Observasi
Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada
objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi
yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara
langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan
pengecap.63 Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat untuk melihat
kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui
orang yang terlibat, waktu kejadian serta respon yang diberikan oleh para
pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan guna

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

62
Ibid, 13.
83Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, 128.
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Oleh karena itu peneliti turun langsung kelapangan melihat tempat,
para pihak yang berperkara, hakim serta mediator di Pengadilan Agama
Jember agar lebih memahami tentang respon para pihak, hakim dan
mediator terhadap makna penggunaan mediasi di Pengadilan Agama
Jember.

2. Wawacara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan
jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan
secara langsung dari para informan.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada para informan yang
dimaksud disini adalah para pihak yang berperkara terhadap penggunaan
mediasi, Hakim, Panitera serta Mediator di Pengadilan Agama Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen
tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.®® Dokumen yang
dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan
dengan respon para pihak terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jember,
berupa gambar, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta

dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian penulis mempelajari,

% Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 95.
®*M. Djamal, Paradigma Peneltian Kualitatif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.
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menelaah, dan manganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini
dapat dipertanggung jawabkan.
E. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,
selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.®® Analisis data sebelum
peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan
yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, di mana kemudian di
temukan empat fokus yakni terhadap respon para pihak dan hakim terhadap
makna penggunaan mediasi di Pengadilan Agama, keberhasilan mediasi serta
upaya yang dilakukan oleh hakim serta mediator untuk memaksimalkan
mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan
catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklasifikasikan dan
mensintesiskan data-data yang dihasilkan. Sedangkan analisis data setelah di
lapangan yang dimaksud adalah di mana setelah data terkumpul, peneliti
menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif.

Peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil wawancara, catatan
lapangan, dokumen, peraturan dan ketetapan-ketetapan hukum) untuk
kemudian ditelaah dan diabstaksikan dan diinterpresatikan (dalam bagian

pembahasan).

%®gugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 245.
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F. Keabsahan Data
Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti
melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Sumber.®’
Dalam tahap ini, peneliti menguji kredibiitas data dengan mengecek, baik
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara
terhadap Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Jember, dan para pihak
yang berperkara terhadap proses mediasi serta observasi terhadap pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Agama Jember, dengan jalan membandingkan data
hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan
dokumen-dokumen yang berkaitan
G. Tahap-tahap Penelitian
Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari
penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan
sampai pada penulisan laporan.®® Tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam
pelaksanaan penelitian di lapangan atau obyek penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Menyusun Intrumen Penelitian
Penyusunan instrumen penelitian ini disusun berdasarkan tujuan

penelitian dan jenis data yang disajikan sumber penelitian. Instrumen

®"Dezin dalam Metode Penelitian Kualitatif.Ed Moleong membedakan empat macam triangulasi
yakni sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber sendiri sebagaimana yang
dijelaskan Moleong yaitu keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
%8 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember:
IAIN Jember Press, 2015), 76.
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yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi,
wawancara ( interview ), dan dokumentasi.
b. Try Out Instrumen
Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengadakan penjajakan
terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengecek sampai sejauh mana
kebenaran untuk menghindari pertanyaan- pertanyaan yang kurang
jelas dan untuk meniadakan kata-kata yang kurang dimengerti.
c. Mendatangi Responden
Agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kesalahpahaman
bagi responden, maka peneliti perlu mendatangi responden untuk
memberi informasi seperlunya kepada responden.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Kegiatan yang dilakuakn dalam tahap ini adalah mengumpulkan
data dengan instrumen yang sudah dipersiapkan, mengolah data,
menganalisis data dan menyimpulkan data. Dalam kegiatan ini peneliti
membawa surat izin dari Fakultas Syariah yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Agama Jember (sebagai laporan) yang kemudian langsung
ditanggapi sebagai tindak lanjut untuk langsung terjun ke lokasi penelitian
guna mengambil data.
3. Tahap Penyelesaian
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun data-
data yang telah diperoleh dan dianalisis ke dalam bentuk laporan hasil

penelitian yang ditempatkan pada bab 1V.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sekilas Tentang Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pembentukan sejarah Pengadilan Agama Jember ini diperoleh dari
website Pengadilan Agama Jember.®® Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah
menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari
keadilan.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan: ‘“Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peraadilan yang ada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama
Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang
tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

% Sejarah Pengadilan Agama Jember http://pajember.go.id ( 3 Maret 2017 )
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Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan
letak georafis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur.
Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di
sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten
Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah
Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56”
Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur.

Pengadilan Agama Jember sekitar Tahun 1950 berkedudukan
dikota se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid
Jamiek (lama) BAITUL AMIEN Jember. Sejak Tahun 1974 di bawah
kepemimpinan Drs. Moh Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di
lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari
Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya
1.175 m2 tepatnya dijalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak
Tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru
yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No 27 Kelurahan Sumber Lor
Patrang Kabupaten Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah

mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950-1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973

4. Drs. Moh Ersyad Periode 1974-1982



57

5. Drs. Abd. Kadir, SH Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH Periode 1995-2001
8. Drs. Abu Amar, SH Periode 2001-2004
9. Drs. Ichsan Yusuf, SH. M Hum Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH. MH Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH Periode 2008-2010
12. Drs. Sumasno, SH, M. Hum Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M.Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A Imron AR, S.H., M.H Periode 2016- Sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima
selama tahun 2016 sebanyak 7735 kasus. Kondisi ini sangat kontras dan
tidak sebanding antara jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas
gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama
Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra
Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi
peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah
agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan
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pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari
keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan
pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai
(SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah di
antara upaya demi segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama

Jember.

. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Jember mengacu pada atas instruksi
pimpinan Mahkamah Agung Tanggal 10 September 2009, mengeluarkan
visi “Terwujdnya Badan Peradilan Yang Agung”. Dalam visi Pengadilan
Agama adalah ”Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga
kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah
lindungan Allah SWT.

Misi Pengadilan Agama Jember

a. Menjaga kemandirian badan peradilan.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

c. Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki
akuntabilitas dan intergritas moral yang tinggi.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

e. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
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Dan misi yang selanjutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam
indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, sadagah dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya
ringan.”
3. Fungsi Dan Tujuan Pengadilan Agama Jember
Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
— perkara di tingkat pertama antara orang — orang yang beragama islam di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum islam serta wagaf, zakat, infag dan shadagah serta
ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50
Tahun 2009.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut :*
a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di

Lingkungan Pengadilan Agama.

7% visi dan Misi Pengadilan Agama Jember http://pajember.go.id (3 Maret 2017)
™ Tupoksi Pengadilan Agama Jember http://pajember.go.id (3 Maret 2017)
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d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang — orang yang beragama Islam.
f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan
deposito atau tabungan dan sebagainya.
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan
sebagainya.
4. Struktur Organisasi dan Tupoksi Pengadilan Agama Jember
Di dalam ketentuan undang-undang No.3 tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama disebutkan bahwa “tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi
dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat pengadilan diatur lebih lanjut
oleh MA”. Namun sejak berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
terdapat perubahan susunan organisasi pada Kepaniteraan maupun
Kesekretariatan. Sehingga struktur atau Badan Organisasi Pengadilan
Agama Jember Kelas IA terdiri dari Kepaniteraan dipimpin oleh seorang
Panitera yang membawahi tiga orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda
Hukum, Panitera Muda Permohonan, Paitera Muda Gugatan. Sedangkan

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi tiga
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orang kepala subbagian, diantaranya Kepala Subagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan Subbagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tatalaksana serta Subbagian Umum dan Keuangan yang berlaku saat
ini.’* Dengan demikian tersusun jabatan personalita sebagai berikut:
Ketua PA. Jember : Drs. H.A Imron AR, S.H.,MH
Wakil Ketua PA. Jember : Dr. Dra. Hasnawaty A, S.H,M.H
Hakim-hakim :a. Dra.Hj.St Mawaidah, S.H, M.H
b. Drs. H.A. Ma’mun Sholeh M.H
c. Drs. Muh. Yasin, S.H
d. Drs. Hudaibi
e. Drs. Kamarudin
f. Drs. H.M Hayat S.H,M.H
g. Drs. Anwar, S.H, M.H ES
h. Drs. Mukhsin, S.H M.H
I. Drs. Fuad Amin, M.SI
j- Drs. Siddiki, M.H
k. H. Ali Suwandi S,S.H
I. Drs. Moh Jaenuri, S.H, M.H
m. Drs. H. Karmin, M.H
n. Drs. H.M. Zainuri, M.H
0.Drs.H.Zainullah, M.H

p.Drs. H. Nuril Ihsan

"2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember http://pajember.go.id (3 Maret 2017)
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Dan Stafnya
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Dan Stafnya

Panmud Hukum

Dan Stafnya

62

g.Dr.RiskiyahHasanah,S.Ag. M.Hum
r. Hj. Dwi Wahyu S,S.H, M.H.ES
: M. Agus Syamsul Arief, SH
: Akhmad Muzaeri, SH
: As’ari S.H
: Billyardo Zahar Ma’ruf
Farah Zakiyah, S.E
Maya Masita K.A.md
Sucy Asmara Yani, A.md
Hendri Novan Kartika, S.H
Wagirul Janah, S.HI
Hidayatur Rahman, S.Sy
: Hamid Salama, S.HI, M.HI
: M. Taufik Ridho, S.HI
Lailatus Syarifah, S.E
Sudartiningsih, S.H
Anisa Amalia, S.HI
: Tamaji, S.Ag
: Brian Rizky, A.Md
Soehartomo Eko D. S.E
Dwi Dedi Krisnady
Nani Purwasih, S.E

Yulistina Wijayanti, S.H



Kasubag Keuangan&Umum

Dan Stafnya

Kasubag Kepeg &Ortala

Dan Stafnya

Kasubag pelaporan, perc&IT :

Dan Stafnya

Iwan Agus Wicaksono

Gita Risty H.M

: Faesol Hasbi, S.E, S.H

. Suyanto

Dadang Sugianto
Supiyantoro

Saeri Abdurahman
Hayyi

Adhi Suprayoga
Hoikul Akbar
M.Adib Shuichi, S.E

Nor Fuad Al Hakim, S.H

: Dian Bahtiar, S.H

: Affan Maulana. R.P.

Muchtar, S.H
Khotib Asadullah, S.HI

Erlinawati, S.H

: Ahmad Mujahid

Eko Priambudi Amarinto
Abdullah

Jayusman

Pejabat Fungsional Kepaniteraan

a. Panitera Pengganti

: Philien Sophia, S.H

63
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Dra. Hj. Sufyani

Nurul Hidayat, S.H

H.Mat Halil, S.H

Riza Amalia, S.EI

Abd. Rachman, S.H

M. Nurhasani

Hana Nurul K.A, S.H

b. Jurusita Pengganti : Ahmad M. Nuruzzaman, S.E

Chamin Tohari

Moh. Faig Azmi

Makmun Sholihin

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember
Kewenangan relatif sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan

satu tingkatan, misalnya disini adalah Pengadilan Agama Jember. Pasal 4
ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: “Pengadilan Agama
berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten. Dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.”73 Kompetensi
relatif ini secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg dan secara
khusus diatur dalam berbagai peraturan perUUan. Pada asasnya gugatan
diajukan di PA di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan
dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke PA di

tempat tinggal pemohon, kecuali UU menentukan lain.Pengecualian ini

"3 Yan Sopyan, Sistem Peradilan di Indonesia, (Jember, 2015),33.
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terdapat pada Pasal 66 dan 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan
bahwa perkara perceraian cerai talak diajukan ke PA yang mewilayahi
tempat tinggal istri,hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum dan anak-
anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat penggugat.

Pengadilan Agama Jember adalah lembaga peradilan berstatus kelas
IA yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Timur. Pengadilan Agama Jember terletak dijalan Cendrawasih No 27
Jember, memiliki wilayah hukum pengadilan agama jember yang terdiri
dari wilayah kota dan administrasi. Secara administratif wilayah

Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:"*

1. Kecamatan Kaliwates 17. KecamatanSukorambi
2. Kecamatan Sumbersari 18. Kecamatan Ajung

3. Kecamatan Patrang 19. Kecamatan Jenggawah
4. Kecamatan Arjasa 20. Kecamatan Tanggul

5. Kecamatan Jelbuk 21. Kecamatan Semboro
6. Kecamatan Pakusari 22. Kecamatan Sumberbaru
7. KecamatanSukowono 23. Kecamatan Bangsalsari
8. Kecamatan Kalisat 24. Kecamatan Kencong
9. Kecamatan Ledokombo 25. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Sumberjambe 26. Kecamatan Umbulsari
11. Kecamatan Mayang 27. Kecamatan Gumukmas

" peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jember http://pajember.go.id (3 Maret 2017)
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12. Kecamatan Silo 28. Kecamatan Puger
13. Kecamatan Mumbulsari 29. Kecamatan Balung
14. Kecamatan Tempurejo 30. Kecamatan Wuluhan
15. Kecamatan Rambipuji 31. Kecamatan Ambulu

16. Kecamatan Panti

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan agama, ditegaskan bahwa kekuasaan
pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara — perkara di tingkat pertama antara orang —
orang yang beragama islam, yang sering kita kenal dengan Asas
Personalitas Keislaman, yang mana pada Pasal 2 disebutkan bahwa
Peradilan Agama Merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU
No.3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wagaf, zakat, infaq dan
shadagah serta ekonomi Syari’ah.”

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

> 1bid., 34.
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a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan
lainnya.

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum
Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila
diminta.

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang — orang yang beragama
Islam.

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau
penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan

sebagainya.
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B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan
metode observasi, interview, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh
data yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini.

Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang
digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu
pada fokus penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut.

1. Respon para pihak yang berperkara terhadap mediasi di Pengadilan
Agama Jember

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data mengenai respon para
pihak yang berpekara terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jember.
Untuk mengetahui sejaun mana proses mediasi yang dilakukan di
Pengadilan sangat diperlukan atau sebagai formalitas sebagai hukum
acara yang berlaku di Pengadilan Agama Jember, maka peneliti
melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berperkara di
Pengadilan Agama Jember. Peneliti disini akan menanyakan bagaimana
pemahaman para pihak terhadap makna penggunaan mediasi yang
dilakukan di Pengadilan Agama Jember.

Menurut Bapak Imam sebagai salah satu pihak yang melakukan
mediasi di Pengadilan Agama Jember, makna penggunaan mediasi dirasa
tidak diperlukan lagi. Menuturkan bahwa:

“Sebenarnya mediasi itu sama halnya dengan musyawarah yang

dilakukan kami dirumah sebelum mengajukan gugatan cerai

dipengadilan, dari pihak keluarga kami sudah berupaya untuk
mendamaikan kami, tapi kami sudah tidak mendapatkan titik
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temu lagi untuk berdamai, makanya kami mengajukan gugat
cerai di Pengadilan ini, jadi mediasi disini tidak diperlukan
lagi. »70

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan,
bersifat memaksa compulsory. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara
tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib menaatinya (comply).
Setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan wajib lebih
dahulu ditempuh proses mediasi atau harus lebih dahulu diselesaikan
melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pada saat sidang pertama, Majelis Hakim akan melengkapi berkas-
berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti kelengkapan surat
gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim
akan menjelaskan sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses
cerai misalnya maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengadakan
Mediasi. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Taufik, menyatakan:

“Waktu sidang tadi Pak Hakim kan meriksa lengkap ga surat-surat
saya mbk, kemudian kami disarankan untuk damai, kemudian
menyuruh melakukan mediasi dulu oleh Pak Hakim.”""

Sama halnya Bapak Amir misalnya selaku para pihak yang telah

melakukan mediasi di Pengadilan Agama Jember hanya sebatas formalitas

dari hukum acara yang berlaku, menyatakan bahwa:

“Saya ikut mediasi ini hanya mengikuti aturan yang berlaku
dipengadilan ini saja mbk, jadi saya ya ngikuti saja jalannya. 18

"®Hasil wawancara dengan Imam (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember)
pada hari Selasa, 4 April 2017

""Hasil wawancara dengan Taufik (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember)
pada hari Selasa, 11 April 2017

"®Hasil wawancara dengan Amir (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember)
pada hari Kamis, 13 April 2017
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Adanya kewajiban untuk menempuh proses mediasi, membuat para
pihak hanya mengikuti alur proses beracara dipengadilan, meskipun
mediasi itu diperlukan, niatan untuk rujuk kembali itu sangat minim sekali.

Hasil Wawancara Ibu Siti Rohmah mengatakan:

“Mediasi itu perlu, meskipun menurut saya perlu tapi buat balik

lagi akur saya ga mau mbk, balik lagi niatan saya dari awal
kesini ya bercerai. »19
Senada dengan pendapat Ibu Alia, mengatakan:
“Mediasi ya perlu mbk, mediasi itu kan sama halnya dengan
disuruh akur lagi kan, jadi menurut saya ya perlu dilakukan,
melihat aturannya seperti itu ya dilakukan saja buat kebaikan,
tapi kalo dari saya sendiri, untuk rujuk lagi, bareng lagi ya ga
mau saya. Tetep bercerai. g

Apabila para pihak tidak beritikad baik dalam hal ini melakukan
mediasi, maka gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa
perkara. Dan konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai
kewajiban membayar biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4
PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Bapak Saiful sudah berumur 45 tahun
seorang buruh tani,®* terlihat kekecewaan di wajahnya dan sedikit kesal

ketika diwawancarai oleh peneliti. Wawancara dengan Bapak Saiful, lebih

jelas Saiful mengatakan:

"Hasil wawancara dengan Siti rohmah (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
Jember) pada hari Kamis, 13 April 2017

#Hasil wawancara dengan Alia (salah satu pihak Penggugat yang berperkara di Pengadilan Agama
Jember) pada hari Kamis, 13 April 2017

#'Kondisi tersebut diperoleh dengan wawancara sekaligus mengamati perilaku informan observasi

selama peneliti melakukan penelitian
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“Saya datang kesini ingin bercerai, kenapa sampai sini ko masih
dilakukan mediasi lagi, sudah buang-buang waktu saya masih
disuruh bayar lagi. B2

Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai

mediator, jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator yang
sudah disediakan oleh Pengadilan untuk memimpin mediasi para pihak.

Untuk pemilihan seorang mediator oleh para pihak sebagaimana

Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum berjalan secara maksimal.
Para pihak cenderung menyerahkan pemilihan mediator kepada majelis
hakim pemeriksa perkara. Tumini misalnya, ketidaktahuannya para pihak
tentang proses medasi dan tidak mengenal mediator - mediator yang ada,
meskipun hakim sudah menunjukkan daftar nama-nama para mediator
yang betugas di Pengadilan Agama Jember. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Tumini:

“Saya sempat tidak mengerti tadi disuruh mediasi disini mbk, Pak
Hakim menyuruh saya mediasi dan menjelaskan lagi mediasi itu
apa. Mediasi itu damai, jadi lbu nanti ikut sama petugas
Mediatornya untuk dimediasi ya bu..! kata Pak Hakim. ya saya
mengiyakan saja, dan ketika disuruh memilih mediator kami
menyerahkannya kepada hakim untuk menentukan mediatornya
karena saya kan ga ada yang kenal dengan mediatornya,
kemudian Pak Hakim menyuruh saya untuk mengikuti petugas
mediator keruangan mediasi. 83

Sehingga pada saat proses mediasi masih banyak dari para pihak

yang mengikuti proses tersebut bukan dari niatan para pihak untuk

berdamai untuk menyelesaikan permasalahan mereka, melainkan hanya

82Hasil wawancara dengan Saiful (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember)
pada hari Kamis, 13 April 2017

®Hasil wawancara dengan Tumini (salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
Jember) pada hari senin, 17 April 2017
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sekedar supaya permasalahan mereka cepat diputus untuk cerai karena
melihat permasalah yang dihadapi para pihak sudah cukup lama dan tidak
dapat didamaikan kembali. Berikut Bapak Sutikno menjelaskan:
“Saya ngikutin saja mbk, aturannya disini begitu ya saya ikuti
biar cepet selesai urusan saya disini, biar cepet-cepet dapat
surat. Masalahnya saya ini sudah lama sama istri saya, sewang-
sewangan itu dirumah sudah gak mau lagi buat bareng. Habis

itu ya tetep niatan saya dari awal datang kesini ya untuk cerai,

lah wong dari rumah wess mari di musyawarahke mbk ko disini

mau didamaikan lagi » 84

Dengan alasan para pihak yang menyatakan kebulatan tekad para
pihak untuk bercerai sangat kuat, mereka lebih mengutamakan
kepentingan pribadi, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah
dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai
sehingga sebagian para pihak menganggap bahwa mediasi yang dilakukan
di Pengadilan Agama Jember hanya sebatas aturan atau formalitas yang
berlaku sehingga para pihak menolak adanya mediasi dan tidak perlu
dilakukan lagi karena membuang waktu serta biaya.

2. Pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan
Agama Jember

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu
oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa inggris mediation atau
penengah, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga

sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.

®Hasil wawancara peneliti dengan Sutikno pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Jember,
pada Senin, 17 April 2017
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Hasil Wawancara Dra. Hj. Siti Mawaidah, S.H, M.H. Hakim
Pengadilan Agama Jember, mengatakan:
“Mediasi itu sebenarnya penyelesaian perkara dengan cara
berunding yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dan
dibantu oleh seorang mediator untuk memperoleh suatu
kesepakatan. Baik itu damai atau mau dilanjutkan lagi
perkaranya. Mediator disini hanya sebagai penengah saja,
seorang mediator tidak boleh ikut campur dalam pengambilan
keputusan. Misalnya mediator menyuruh harus berdamai, itu
tidak boleh! Harus dikembalikan lagi kepada para pihak yang
mempunyai perkara itu, mereka mau berdamai apa tetap
melanjutkan perkaranya. »52
Pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan merupakan
institusionalisasi atau pelembagaan proses mediasi dalam badan peradilan.
Maksud pelembagaan itu, sebagai upaya mendorong peran Pasal 130 HIR,
Pasal 154 Rbg agar mampu mendorong para pihak merundingkan upaya
mewujudkan penyelesaian perkara yang melalui perdamaian.®
Namun, untuk lebih memberdayakan dalam mengefektifkannya,
Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa
(compulsory). Keseriusan Mahkamah Agung tersebut kemudian
melahirkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul "Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”. Kemudian
disempurnakan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 "Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan” dan disempurnakan lagi dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2008 "Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” dan terakhir

®Ungkapan salah satu Hakim Pengadilan Agama Jember, Siti Mawaidah ketika di wawancarai
oleh peneliti pada Selasa, 31 Januari 2017
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disempurnakan kembali dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
“Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam Pelaksanaanya sudah
sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetang prosedur mediasi di
Pengadilan. Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi yang sesuai aturan
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebelum perkara dilanjutkan.
Berikut hasil wawancara Drs. H. Karmin, MH. salah satu hakim
Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa:

“Mediasi yang kami lakukan di Pengadilan Agama Jember sudah
sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mana setiap
perkara perdata itu sebelum pemeriksaan harus ditempuh dengan
perdamaian atau mediasi. Kami para hakim wajib melakukan
mediasi dulu bila kedua belah pihak hadir didalam persidangan,
karena bila mediasi itu dilakukan dengan niatan dari para pihak
untuk menyelesaikan masalahnya maka akan sangat
menguntungkan sekali dibandingkan dengan melanjutkan
perkaranya. Mediasi itu dilakukan bila para kedua belah pihak
hadir, bila salah satu pihak saja yang hadir, yaa..mediasi tidak
dapat dilaksanakan sehingga tidak diperlukan. Kemudian para
pihak terlebih dahulu harus membuat surat pernyataan
bahwasanya mereka wajib menempuh proses mediasi dulu dan
kami menjelaskan kepada mereka bahwa adanya aturan yang
mewajibkan mereka harus melakukan mediasi. ™

Menurut Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H proses mediasi yang
terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna
dari peraturan sebelumnya dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) adalah yang
mewajibkan hakim untuk tidak melewatkan prosedur mediasi. Sehingga

mediasi perlu dilakukan. Sebagaimana penjelasannya berikut ini:

87 Karmin, wawancara, Jember, 7 Februari 2017
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“Dengan adanya ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka wajib
bagi kami selaku Hakim untuk menerapkan aturan tersebut dan
harus  dilaksankan  supaya perkara tersebut dalam
pemeriksaannya tidak sia-sia" .2

Demikian pula dengan Hakim Zainullah sependapat mengenai
Pasal 17 ayat (1) yang mana dilanjutkan dengan Pasal 22 ayat (1),
sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

“Pada hari pertama sidang dan dihadiri oleh para pihak kami
terlebih dahulu mewajibkan untuk melakukan mediasi, bila para
pihak tidak beriktikad baik atau tidak melaksanakan mediasi,
maka kami menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat
diterima.”™®

Dari pendapat diatas, diketahui bahwasannya Hakim di Pengadilan
Agama Jember sangat mematuhi aturan hukum acara yang berlaku di
Indonesia, jadi setiap perkara yang masuk dipengadilan terlebih dahulu
mengupayakan perdamaian atau mediasi, sehingga penggunaan mediasi
dirasa sangat diperlukan.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang
berperkara sangat sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu
menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui
pendekatan mendamaikan. Karena itu layak sekali para Hakim Pengadilan
Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan.

Untuk mewujudkan penyelesaian perkara melalui perdamaian

Mediasi itu sangat diperlukan yang mana berpedoman pada PERMA

8 Jaenuri, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
8 zainullah, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
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Nomor 1 Tahun 2016 dan dalam pratiknya mediasi dijalankan oleh
seorang Mediator.

Dr. Riskiyah Hasanah, SH, M.Hum salah seorang Hakim di
Pengadilan Agama Jember menjelaskan pandangannya mengenai proses
mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dan dirasa perlu
dilakukan yang mana telah menerapkan sesuai dengan PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut lebih tegas
dari pada peraturan-peraturan sebelumnya. Berikut lebih jelasnya paparan
dari Ibu Riskiyah Hasanah :

“Mediasi itu sangat diperlukan meskipun Prosedur mediasi yang

dilakukan di Pengadilan Agama Jember dalam mengupayakan
perdamaian dulunya menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2008
dulu seorang Hakim bisa merangkap menjadi seorang mediator,
tetapi semenjak adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang
terbaru kami menggunakan Perma ini, yang mana seorang hakim
harus mengupayakan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu
yang dibantu oleh seorang Mediator. Mediator disini wajib
memiliki sertifikat mediator sehingga dalam menyelesaikan
permasalahan benar-benar dengan orang yang tau tentang
bagaimana proses, menangani suatu permasalahan yang sedang
disengketakan. Tetapi saya melihat mediator sekarang ini hanya
mengambil pokok-pokok permasalahnnya saja tidak secara rinci
ketika waktu saya dulu menjadi hakim mediator dalam
penyelesaian suatu perkara yang saya tangani dan berhasil untuk
dimediasi.””®

Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini sebagai penyempurna
terhadap aturan sebelumnya menjadikan seorang hakim harus
mengupayakan mediasi terlebih dahulu dengan mediator yang sudah

bersertifikat sehingga mediasi ini diperlukan.

% Rizkiyah Hasanah, wawancar, Jember, 8 Februari 2017
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Hasil wawancara dengan Hakim Kamarudin, bahwa dengan adanya
mediasi di Pengadilan sangat diperlukan meskipun akhir dari proses
mediasi itu dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan.

“Mediasi itu sangat perlu dan sangat penting dilaksanakan bukan

hanya sebagai formalitas saja apalagi dalam menyelesaikan
sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat
terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, minimal
dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan
dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah

tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi, mereka
memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah

591

tangga.

Dari uraian pandangan hakim Pengadilan Agama Jember terhadap
proses Mediasi di Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama Jember
berpandangan bahwa proses mediasi tersebut sangat diperlukan mengingat
adanya aturan yang sudah tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016
untuk membantu hakim dalam proses penyelesaian suatu permasalahan
atau perkara di Pegadilan khususnya di Pengadilan Agama sehingga harus
dijalankan.

3. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjadi
acuan bagi pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi memiliki beberapa aturan baru yang
tidak diatur didalam aturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun

2008 tentang Pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Beberapa Ketentuan

%1 Kamarrudin, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
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baru seperti diberlakukannya iktikad baik dalam mediasi, memberikan
pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan mediasi itu sendiri.
Beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016
memberikan ruang yang lebih luas untuk para mediator dalam melakukan
perannya dalam tugas mediasi, hal ini tentu sangat berpengaruh besar
dalam hasil mediasi yang selama ini memang dinilai susah dalam
mencapai keberhasilan. Ketidak terbukaan para pihak dalam menjelaskan
permasalahannya membuat mediator kesulitan dalam memberikan solusi,
meskipun nantinya keputusan untuk berdamai kembali kepada para pihak
yang berpekara untuk menyatakan kata sepakat untuk berdamai sehingga
perkara itu dicabut.
“Disini mediator sangat berperan penting dalam mengungkap
permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa,
para pihak cenderung menutup diri dalam menjelaskan
permasalahannya kepada mediator sehingga mediator disini
kesulitan dalam pemberian solusi sebagai penengah. e
Proses Mediasi khususnya yang dilakukan dalam perkara
perceraian di Pegadilan Agama Jember Kelas IA dapat dikatakan belum
berhasil. Hasil Wawancara Hakim Kamarudin mengatakan:
“Keberhasilan disini bukan masalah dari teorinya, tidak hanya
butuh waktu satu, dua jam mengikuti mediasi terus mediasi
dikatakan gagal, butuh waktu lama untuk menyelesaian
permasalahan yang sudah lama muncul dari para pihak untuk
diselesaikan, sebagaimana perkara-perkara yang bersifat
kebendaan, lain halnya permasalahan yang bersifat non
kebendaan (perasaan) misalnya perkara perceraian ini , dari dua
pihak sudah tidak ada lagi kecocokan untuk bersatu kembali

sehingga hal seperti ini sangat sulit untuk didamaikan melalui
proses mediasi. Mengingat perceraian di Pengadilan Agama

% Agus Widodo, wawancara, Jember, 9 Februari 2017
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Jember ini kebanyakan diajukan oleh seorang perempuan (cerai
gugat) dan didominasi permasalahan perselingkuhan. Siapa yang
bisa merubah hati seorang itu mbk? Kalau hati seorang wanita
itu hancur, dihianati, untuk didamaikan lagi susah. Beda dengan
perkara-perkara yang bersifat kebendaan, waris misalnya. Jadi
mediasi yang dilakukan khusus perkara perceraian disini
menurut saya belum berhasil. 93

Hakim Drs. Anwar, S.H, M.H ES menambahkan

“Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke
Pengadilan Agama, pertama kali sudah menempuh jalur mediasi
yang biasanya dimulai dari pihak keluarganya, BP4 terlebih
dahulu. Namum meskipun para pihak sudah melalui tahapan
tersebut tidak menutup kemungkinan untuk para pihak untuk tetap
mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dan ketika
persidangan mereka harus melakukan proses mediasi terlebih
dahulu, dan hasilnya tetap sama mereka tetap ingin bercerai dan
hasilnya mediasi tetap tidak berhasil atau gagal dan perkara
dilanjutkan »94

Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut baik sudah
melalui proses BP4 maupun belum, para pihak dalam perkara tersebut
wajib melakukan mediasi atau perdamaian yang pada intinya tujuan
perdamaian adalah bila perkara perceraian dari kedua belah pihak suami
dan istri tidak jadi bercerai. Jika perdamaian itu terwujud, maka gugatan
harus dicabut.

Banyaknya perkara yang diterima di Pengadilan Agama Jember
menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap mediator untuk melaksanakan
fungsi mediator itu sendiri dengan profesional.

“Pelayanan yang maksimal serta menangani perkara dengan

keterampilan yang profesional menjadi salah satu faktor
tercapainya keberhasilan dalam mediasi. "9

% Kamarrudin, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
% Anwar, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
% Agus Widodo, wawancara, Jember, 8 Februari, 2017
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Menurut Marjuki, S.H salah seorang mediator menyatakan bawha hasil
mediasi yang berhasil adalah:

“Mencabut perkara dan meminta putusan perdamaian adalah satu

bukti bagaimana mediasi itu dikatakan berhasil, hal tersebut
tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk
mengupayakan para pihak untuk berdamai sehingga perkara
tersebut dicabut.”

Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dijelaskan bahwa setelah proses mediasi dilakukan
oleh para pihak dengan bantuan Mediator, hasil akhirnya adalah dua
kemungkinan: a) Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan
secara tertulis dan ditandatangi oleh para pihak dan mediator, b)
Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang meyatakan
bahwa proses mediasi telah gagal. Sikap dari para pihak selama proses
mediasi disini sangat membantu dalam proses keberhasilan sebuah
mediasi, tetap seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling
benar. Sehingga mediator kesulitan mendamaikan masalah karena sikap
dari para pihak yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois
yang sering muncul pula pada diri para pihak.”’

Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di
persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan
ikatan perkawinan,”® sehingga saat proses dilakukannya mediasi sangat

sulit dan gagal untuk didamaikan. Para pihak ada yang kooperatif tapi

sikap tersebut hanya dilakukan agar proses mediasi cepat selesai sehingga

**Marjuki, wawancara, Jember, 6 Februari 2017
"Marjuki, wawancara, Jember, 6 Februari 2017
%Zainullah, wawancara, Jember, 8 Februari 2017
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dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka hanya
melakukan hanya sebagai formalitas.

Melihat dari data jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama
Jember sepanjang Tahun 2016 sebanyak 7.735 perkara yang didominasi
adalah jenis perkara perceraian sebanyak 5.891 perkara.”

Perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IA
Jember sepanjang Tahun 2016 sebanyak 543 perkara. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkara Mediasi di PA Kelas IA Jember Tahun 2016
No Bulan Jumlah
1. | Januari 48
2. | Februari 45
3. | Maret 59
4. | April 37
S. Mei 37
6. |Juni 40
7. | Juli 20
8. | Agustus 60
9. | September 56
10. | Oktober 46

*Data hasil dokumentasi perkara yang diterima menurut jenisnya tahun 2016 Pengadilan Agama
Jember dari bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember



11. | Nopember 59
12. | Desember 36
Jumlah 543

Sumber: Dokumentasi Sekretaris Mediator PA Jember Tahun 2016

Tabel 1.2

Perkara Mediasi yang diputus di Pengadilan Agama

Kelas 1A Jember Tahun 2016

MEDIASI
BULAN
BERHASIL TIDAK BERHASIL
Januari 2 46
Februari 3 42
Maret 2 57
April 1 36
Mei 0 37
Juni 0 40
Juli 0 20
Agustus 2 58
September 1 54
Oktober 0 46
November 0 59
Desember 0 36
Jumlah 11 532

Sumber: Dokumentasi Sekretaris Mediator PA Jember Tahun 2016
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Berdasarkan data tersebut diatas dari 543 jumlah perkara yang

masuk pada Tahun 2016 berhasil dimediasi sebanyak 11 perkara
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sedangkan yang tidak berhasil 532 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa
mediasi belum berhasil secara keseluruhan.
Wawancara dengan Bapak Tamaji selaku Panitera, mengatakan:

“Mediasi itu dilakukan oleh seorang mediator bila kedua belah
pihak hadir, tapi para pihak yang datang ke Pengadilan Agama
Jember ini kebanyakan hanya dihadiri oleh satu pihak, padahal
setiap kali pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita
pengganti ketika bertemu langsung dengan para pihak sudah
menyampaikan bahwa adanya jadwal kedua belah pihak untuk
sidang dan akan diadakannya mediasi terlebih dahulu, namun
kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk berdamai.
Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita disini hannya sekedar
memberi tahu para pihak, petugas juru sita tidak boleh memaksa
para pihak untuk hadir di persidangan. Tidak hanya itu,
kurangnya trik dari seorang mediator ini juga menjadi penyebab
mediasi di Pengadilan Agama Jember dikatakan belum
berhasil. %

Jenis perkara tersebut diatas yang paling banyak menempuh proses
mediasi adalah jenis perkara cerai gugat dan cerai talak sejumlah 480
perkara dan sisanya untuk permasalahan waris, hibah, harta bersama yang
bersifat kebendaan.'®*

Adanya jenis perkara yang di mediasi berbeda maka indikator
keberhasilannya pun juga berbeda. Wawancara dengan Bapak Agus
Widodo, S.H, MH selaku mediator mengatakan:

“Khusus untuk jenis perkara perceraian mediasi itu dikatakan

berhasil bila para pihak mencabut gugatannya, sedangkan untuk
permasalahan waris sendiri ada dua kemungkinan dikatakan
berhasil, mencabut perkara dan menzyatakan kesepakatan

perdamaian/membuat akta perdamaian. ™

Wawancara dengan Drs. H.A Mukhsin, S.H, M.H menambahkan:

1% Tamaji, wawancara, Jember, 9 Februari 2017

Data hasil dokumentasi perkara yang di mediasi di tahun 2016 Pengadilan Agama Jember dari
bagian Sekretaris Mediasi di Pengadilan Agama Jember
192 Agus Widodo, wawancara, Jember, 9 Februari 2017
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“Mediasi dikatakan berhasil bila pada kasus perceraian para
pihak mencabut gugatannya, sehingga tidak melanjutkan
perkaranya dan dikeluarkan dalam bentuk penetapan sedangkan
untuk perkara waris para pihak menyadari atas masing-masing
bagiannya, kemudian dibuatkan akta perdamaian yang isinya
para pihak harus mengikuti dan melaksanakan dari isi
perdamaian tersebut. -

Melihat jumlah terbesar jenis perkara yang diajukan ke pengadilan
agama adalah lebih banyak perkara perceraian. Perkara perceraian yang
diajukan kepengadilan agama oleh pasangan suami isteri telah diawali
oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang
diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak
lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang
ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan
ke peradilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang
masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa
perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan
sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Wawancara dengan Bapak
Agus Widodo, S.H, MH

“Untuk  kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh

perselingkuhan, KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali
gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL
dan WIL ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk
kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat

digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya,
untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL
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adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga
para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian. "***

Sebagaimana ungkapan Bapak Marjuki S.H yang menyatakan
bahwa:

“Melalui mediasi ia mampu mengetahui problem yang dihadapi

istri, mencari solusi bersama-sama, dan saling memaafkan

meskipun tipis kemungkinan untuk rujuk kembali. <

4. Upaya Hakim dan Mediator dalam memaksimalkan keberhasilan mediasi

di Pengadilan Agama Jember

Dalam penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama
Jember, ada beberapa upaya seorang Hakim dan Mediator dalam
memaksimalkan proses Mediasi. Upaya perdamaian melalui pengangkatan
hakam (mediator) sangat baik dilakukan untuk mencari solusi dari konflik
yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Hasil wawancara Hakim
mengatakan:

“Pengangkatan hakam (mediator) sangat membantu hakim

pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi oleh para pihak, karena hakam (mediator) mengetahui

secara rinci bagaimana cara, teknik untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi oleh para pihak tersebut.”

Di Pengadilan Agama Jember terdapat empat (4) orang mediator
bersertifikat di mana mereka berkompeten dalam memimpin dan

menengahi proses mediasi. Dalam kaitannya dengan mediasi, mereka

berperan sebagai seorang mediator dalam suatu sengketa yang tengah

1% Agus Widodo, wawancara, Jember, 9 Februari 2017

'%Marjuki, wawancara, Jember, 6 Februari 2017
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dihadapi para pihak guna membantu mencapai kesepakatan atau titik temu
antara pihak yang bersengketa.

“Pengadilan Agama Jember ini memiliki empat orang mediator
dan dari masing-masing mediator disini sudah memiliki sertifikat
mediator semua. Daftar nama-nama mediator tersebut telah
ditempel ditempat yang strategis supaya para pihak dapat leluasa
melihat, mencari tahu serta memilih mediator yang akan
membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa.”

Menurut Bapak Agus Widodo selaku mediator, hal tersebut bisa
diatasi dengan memberikan pengertian yang baik, dan pendekatan
persuasif serta sosialisai kepada para pihak. Baik sebelum tahap mediasi
dan saat mediasi berlangsung:

“Pendekatan emosional kepada para pihak yang bersengketa
sudah dilakukan, tapi sebelum dan saat proses mediasi itu
berlangsung, kami selaku mediator mencoba untuk memberitahu
tentang apa itu mediasi, pentinganya menjalani hubungan yang
baik dengan keluarga, juga tentang akibat-akibat perceraian
misalnya, mediator harus pintar-pintar mengendalikan emosi
para pihak yang berperkara misal bila ada salah satu pihak yang
menangis, ada yang marah-marah sampai mau bahkan ada yang
sampai meninggalkan meja mediasi, disini kami harus
mengupayakan supaya situasi dalam mediasi menjadi nyaman,
jangan malah terbawa suasana. Dengan cara memberikan waktu
untuk menenangkan diri dulu kepada pihak yang emosi dan
bahkan yang menangis. Semua kami lakukan agar mereka merasa
nyaman dan terbuka sehingga kami mengetahui permasalahan
dari para pihak. Hukum-hukum islam kami coba jelaskan kepada
para pihak, meskipun pendekatan langsung untuk terjun ke
masyarakat memang belum dilakukan.”

Pendekatan persuasif kepada para pihakpun dilakukan oleh
mediator untuk memberikan arahan dan nasehat yang bertujuan agar para
pihak mau berubah pikiran mereka, supaya diselesaiakan secara baik-baik

dan dapat didamaikan.

1% Agus Widodo,wawancara, Jember, 9 Februari 2017
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Hasil Wawancara dengan Mediator Marjuki menambahkan bahwa

“Sesudah para pihak menceritakan permasalahnnya kami
biasanya menasehati agar supaya para pihak merubah niatannya
untuk bercerai, apalagi kepada para pihak yang sudah memiliki
anak, kami upayakan lagi agar para pihak untuk memikirkan lagi
niatan mereka untuk bercerai dengan memberi waktu kepada
para pihak dengan menunda proses mediasi. Batas waktu dari
mediasi itu sendiri kan 30 hari sejak penetapan perintah untuk
melakukan mediasi, jadi dalam waktu 30 hari itu kami selalu
mengupayakan agar para pihak tersebut bisa berdamai dengan
menerapkan beberapa teknik-teknik kami sebagai seorang
mediator. """

Marjuki adalah salah satu dari empat orang mediator di Pengadilan
Agama Jember yang memiliki sertifikat mediator yang mana pada saat
melakukan mediasi tampak dari mimik wajah dan gerak tangannya yang
memberi arahan kepada para pihak yang dimediasi.*®

Adapun pada pelaksanaan interview dengan Bapak Zaenuri selaku
hakim di Pengadilan Agama Jember, beliau mengatakan :

“Meskipun sekarang yang berperan untuk mediasi adalah seorang
mediator. Kami sebagai hakim setiap persidangan masih
mengupayakan lagi kepada para pihak untuk bisa merubah
niatan mereka agar bisa berdamai. Kasus perceraian misalnya,
dengan cara kami menanyakatan kembali kepada para pihak,
masih tetap ingin bercerai apa tidak.”'*

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Karmin selaku hakim,

mengatakan:

“Setiap kali persidangan kami semaksimal mungkin selalu

mengupayakan para pihak untuk berdamai dengan cara memberi
nasehat kepada para pihak. Mengingat hakim di Pengadilan

197 Marjuki, wawancara, Jember, 6 Februari 2017

Hasil observasi peneliti ketika melihat langsung proses mediasi di Pengadilan Agama Jember

Hasil wawancara dengan Zaenuri (Hakim Pengadilan Agama Jember) pada Rabu, 8 Februari
2017
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Agama Jember tidak semua memiliki sertifikat seorang
mediator.™°

Upaya untuk mendamaikan para pihak pada suatu perkara disini
seorang hakim hanya memberi nasehat terhadap permasalahan yang terjadi
pada para pihak tersebut. Seorang hakim hanya berusaha semaksimal
mungkin untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan
keterampilan negosiasi yang ia miliki, karena hakim diharapkan bisa
menjadi pembuat perubahan.

C. Pembahasan Temuan
1. Respon para pihak yang berperkara terhadap mediasi di Pengadilan
Agama Jember

Untuk memfokuskan terkait respon para pihak yang berperkara
terhadap makna penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam
penelitian ini maka pembahasannya disini akan dibagi sesuai dengan
kajian teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Sebagaimana hasil wawancara penelitian yang telah dipaparkan dalam
subbab sebelumnya bahwa semua perkara perdata yang masuk pada
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh mediasi,
karena apabila mediasi tersebut dilaksanakan sangat menguntungkan bagi
para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu Hakim pada sidang pertama

mewajibkan para pihak untuk didamaikan mengingat adanya PERMA

19 Hasil wawancara dengan Karmin (Hakim Pengadilan Agama Jember) pada Selasa, 7 Februari
2017
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai
acuan dan aturan didalam pelaksanaan prosedur mediasi.

Ketika peneliti menanyakan kepada para pihak yang telah melakukan
proses mediasi, mereka memberikan pendapat yang berbeda terhadap
makna penggunaan mediasi di Pengadilan Agama Jember. Beberapa pihak
ada yang menyatakan bahwa mediasi itu tidak diperlukan karena mereka
berpendapat sudah melakukannya sebelum mereka mengajukan perceraian
di pengadilan dengan perantara dari pihak keluarga’*' dan ada yang
menyatakan bahwa penggunaan mediasi tersebut perlu, karena memang
sudah tertuang di dalam aturan yang termasuk didalam hukum acara yang
berlaku di pengadilan dan baiknya dilakukan karena untuk kebaikan tetapi
meskipun mereka berpendapat bahwa mediasi diperlukan, niatan untuk
rujuk dan berdamai kembali sudah sangat minim bisa dikatakan mereka
tetap pada tujuan pertama yaitu untuk bercerai. Pengadilan sebagai titik
final dari keputusan akhir mereka untuk bercerai.'*?

Didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan merupakan penyempurna dari peraturan sebelumnya
menyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) adalah yang mewajibkan hakim untuk
tidak melewatkan prosedur mediasi. Sehingga para pihak harus mengikuti

apa yang diperintahkan oleh seorang hakim pada sidang pertama untuk

111
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melakukan, mengupayakan proses mediasi kepada para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan permasalahnnya.**?

Proses mediasi yang bersifat memaksa atau compulsory, mewajibkan
para pihak yang berperkara dipengadilan tidak mempunyai pilihan lagi
selain mesti dan wajib menaatiya (comply), sehingga proses mediasi perlu
dilakukan pertama kali ketika kedua pihak yang berperkara hadir
dipersidangan. Sehingga para pihak mau tidak mau harus melaksanakan
aturan tersebut karena proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan
Agama Jember ini termasuk didalam proses beracara yang berlaku di
pengadilan. Adanya aturan yang bersifat memaksa ini tidak sejalan dengan
prinsip dasar (basic principles) yang merupakan landasan filosofis dari
diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip volunteer (sukarela)
menjelaskan bahwa masing-masing para pihak yang bertikai bila ditujukan
kepada penelitian ini adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan
Agama Jember datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka
sendiri secara sukarela, tidak ada paksaan, dan tekanan dari pihak-pihak
lain atau luar. Pada prinsip ini dibangun atas dasar bahwa seseorang akan
mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar atas permasalahnnya
atau persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas
pilihan mereka sendiri.

Adanya aturan yang mewajibkan ini mengakibatkan penggunaan

mediasi hanya sebatas aturan yang digunakan oleh para pihak yang
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bersengketa di Pengadilan Agama untuk mempercepat proses perceraian
mereka bukan dari niatan mereka sendiri dalam menyelesaikan

permasalahan mereka.

. Pandangan para hakim terhadap penggunaan mediasi di Pengadilan

Agama Jember

Sebagaimana dalam bagian penyajian data, Hakim Pengadilan
Agama Jember memandang bahwa penggunaan mediasi sangat perlu
dilakukan karena membantu dalam menyelesaikan perkara, karena apabila
penyelesaian sengketa yang ditempuh dengan mediasi berhasil, maka akan
sangat menguntungkan sehingga memberikan akses yang lebih besar
kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan
memenuhi rasa keadilan dibandingkan hasil putusan hakim pada
persidangan biasa.***

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang
prosedur mediasi di pengadilan dan termasuk juga Pengadilan Agama
yang berguna untuk mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di
Pengadilan sebagai pembenahan terhadap masalah yang timbul dari
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Adanya aturan yang mewajiban hakim pemeriksa untuk
memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sudah diatur didalam

Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal pertama yang
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dilakukan Hakim berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA adalah dengan
memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh
penyelesaia melalui proses mediasi, kewajiban menempuh lebih dahulu
penyelesaian melalui proses mediasi, bersifat imperatif, bukan regulatif
oleh karena itu mesti ditaati oleh para pihak. Saat penyampaian perintah
yang dilakukan seorang Hakim pada sidang pertama menyampaikan
perintah yang mewajibkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh
proses mediasi, pada sidang pertama.''®> Disebut sidang pertama, adalah
sebelum hakim membuka proses replik-duplik atau bahkan sebelum
gugatan dibacakan. Disitu sidang dibuka, langsung diikuti perintah untuk
menempuh proses mediasi. Syarat penyampaian perintah yang dilakukan
oleh Hakim agar mewajibkan para pihak mesti dahulu melakukan mediasi
adalah pada saat sidang dihadiri oleh kedua belah pihak, bila yang hadir
dalam sidang hanya satu pihak, secara formil Hakim tidak dapat
menyampaikan perintah yang dimaksud.

Sehingga apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak
menempuh mediasi, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung
dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk
melakukan proses mediasi.

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi

atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk

115 Keterangan yag diperoleh dari hasil wawancara dengan Zainullah (Hakim Pengadilan Agama

Jember Rabu, 8 Februari 2017
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membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai
Hakim Pemeriksa Perkara tersebut di tingkat pertama (Pasal 3 ayat 5
Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Untuk lama proses mediasi 30 hari di Pengadilan Agama Jember
pada praktinya tidak sesuai dengan teorinya.'® Proses mediasi hanya
dilakukan paling lama 2 minggu bahkan 1 atau 2 kali pertemuan saja.

Hal baru didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah
mengenai iktikad baik. Apabila penggugat tidak beritikad baik, maka
gugatan dinyatakan tidak dapa diterima oleh Hakim pemeriksa perkara
(Pasal 22 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Pandangan hakim terhadap proses mediasi diperlukan merujuk
kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang substansinya adalah untuk
mendamaikan kepada para pencari keadilan sejalan dengan tuntunan
ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar dalam menyelesaikan
perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dilakukan dengan
jalan damai. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat
Al-hujarat ayat (9) :

2 P
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"orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. al-Hujarat (49) : 10)**

® Ini berdasarkan fakta yang peneliti lakukan ketika mengikuti proses mediasi di Pengadilan

Agama Jember
17 Al-quran, 10 : 49
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Dalam praktinya Hakim di Pengadilan Agama Jember sudah
melaksanakan prosedur mediasi yang terdapat di dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2016, setiap hakim pada saat sidang pertama yang dihadiri oleh
kedua belah pihak hakim menyampaikan agar yang bersengketa wajib
untuk mengikuti proses mediasi hal ini sejalan dengan Peraturan
Mahkamah Agung sehingga mediasi diperlukan hanya sebatas aturan.
Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Mediasi dikatakan berhasil bila mana para pihak yang bersengketa
mencabut gugatanya, membuat kesepakatan perdamaian, dan akta
perdamaian.® Proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan
para pihak untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi
perdamaian sesuai dengan klausul yang disepakati yang dituangkan dalam
bentuk dokumen tertulis. Dalam hal bila para pihak mencapai kata sepakat
untuk berdamai sekaligus mengkukuhkan kesepakatan, maka para pihak
bisa mohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian
tersebut. Jika para pihak tidak menyepakati perdamaian, maka kesepakatan
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan kesepakatan tersebut harus
memuat klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan bahwa perkara
telah selesai.

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota-bene
penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal baik

kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa
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substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Dari 523
perkara-perkara perdata yang dimediasi hanya 11 perkara yang berhasil
dimediasi .

Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena
hampir beberapa jenis perkara sengketa yang diselesaikan melalui mediasi
di Pengadilan Agama Jember merupakan perkara perceraian yang
dilakukan oleh dari pihak perempuan atau gugat cerai. Perkara perceraian
adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri,
martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing dan sebagainya,
sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi.**® Lain halnya dengan
permasalahan yang bersifat kebendaan, waris misalnya. Budaya
masyarakat pada umumnya belum akan datang kepengadilan untuk
mengurus perceraian atau menyelesaikan permasalahannya, kecuali setelah
perselisihan di antara mereka tersebut sudah mencapai titik puncak. Dalam
kondisi tersebut, mediator di Pengadilan Agama Jember sangat sulit
menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Sehingga
mediasi acapkali gagal dan tidak berhasil.*?

4. Upaya hakim dan Mediator dalam memaksimalkan keberhasilan mediasi
di Pengadilan Agama Jember
Secara teoritis, differensiasi subtansial dalam peraturan perundang-

undangan melahirkan ragam pemahaman. Perbedaan pemahaman tersebut,

19 Kamarrudin, wawancara, Jember, 8 Februari 2017

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Kamarudin ( Hakim pengadilan Agama
Jember)
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dalam tataran praktis, akan berimbas kepada perbedaan aplikasi. Demikian
halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat beberapa pasal yang
interpretable. Di antaranya, dalam memahami kewajiban melakukan
mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma tersebut, setidaknya
memunculkan dua alur pikir yang berbeda. Pertama, proses mediasi wajib
dilalui dalam tahap penyelesaian setiap sengketa perdata yang di ajukan ke
pengadilan. Kedua, mediasi wajib dilalui dalam tahap penyelesaian
sengketa perdata yang di ajukan ke pengadilan saat kedua belah pihak
yang bersengketa atau berperkara hadir di persidangan.

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi menjadi
keharusan dalam penyelesaian perkara perdata. Putusan suatu perkara yang
diperoleh tanpa didahului proses mediasi dinilai batal demi hukum. Karena
pentinya mediasi di Pengadilan ini seorang Hakim harus mengupayakan
mediasi terlebih dahulu dan di bantu oleh seorang mediator.

Mediasi di Pengadilan dipahami sebagai bentuk perluasan makna
dari upaya perdamaian yang secara formil telah dilaksanakan selama ini.
Mediasi adalah upaya perdamaian yang intensitasnya pelaksanaannya
dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh dengan dibantu oleh
mediator. Didasari dari realita yang terjadi selama ini, seorang Hakim
harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan di bantu oleh

seorang Mediator.
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Pengangkatan mediator di dalam lembaga formal seperti
pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan
mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip
utama pegangkatan seorang mediator adalah memenuhi persyaratan
kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah
sengketa para pihak (sisi internal dan sisi eksternal mediator). Jika
seseorang sudah memiliki kedua persyaratan utama, baru ia dapat
menjalankan kegiatan mediasi. Sebalikya, orang yang tidak memiliki
persyaratan akan sulit menjalankan mediasi, karena posisi yang sangat
lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal
(personal skill).

Dalam pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2003 disebutkan bahwa mediator pada setiap pengadilan berasal
dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah mendapat sertifikat
mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak luar dapat menjadi
mediator dipengadilan dengan syarat yang bersangkutan memiliki
sertifikat sebagai mediator.

Faktanya dari empat orang mediator di Pengadilan Agama Jember
sudah memiliki sertifikat sebagai mediator."?* Sehingga pelaksanaan
mediasi yang dilakukan oleh seorang Mediator yang sudah bersertifikat ini

dapat menjalankan kegiatan mediasi dengan kemampuan personalnya.
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Pada pokoknya seorang mediator mempunyai tugas untuk mencari
formula perdamaian yang bisa diterima pihak yang bersengketa. Karena
karakter mediasi jauh lebih berbeda dengan persidangan atau litigasi, maka
dalam mediasi tidak bisa dilaksanakan secara kaku sebagaimana
persidangan yang harus tunduk pada hukum acara. Mediasi dilaksanakan
secara lebih luwes atau lentur karena tidak ada hukum acara yang
mengatur tahapan baku. Segala bentuk macam komunikasi yang bisa
menjebantani para pihak bisa dilakukan dalam rangka mencapai tujuan
mediasi.

Melakukan pendekatan emosional yang baik terhadap para pihak
dan sosialisasi berkaitan dengan mediasi dan pengetahuan tentang hukum
kepada para pihak.’® Pengetahuan yang kurang dalam keluarga tentu
menjadi faktor perselisihan dalam keluarga menjadi runcing, sehingga
tidak jarang berujung kepada perceraian, disamping itu minimnya
masyarakat tentang pengetahuan hukum, Kkhususnya fungsi  mediasi
berakibat pada banyaknya para pihak yang enggan menerima kaidah dalam
mediasi. Kedua faktor ini jelas memiliki korelasi yang saling berpengaruh,
karena itu jika pengetahuan yang cukup bisa dimiliki oleh para pihak,
maka proses mediasi juga bisa berjalan lebih baik.

Menurut peneliti pendekatan dan cara yang dilakukan sudah cukup
baik, mengingat situasi dan kondisi saat mediasi juga cukup baik dalam

penyampaian materi atau pengetahuan yang dibutuhkan para pihak dalam
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memahami permasalahan yang dihadapi dalam keluarga, termasuk lebih
bisa menerima kaidah hukum dalam mediasi sehingga kesepakatan
perdamaian dalam mediasi bisa tercapai.

Asas penting yang menjadi landasan peradilan di Indonesia adalah
bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
(Pasal 4 ayat 22 UU Nomor 4 Tahun 2004). Tiga asas tersebut secara
substansial adalah hal yang mendasari diletakkannya lembaga perdamaia
dalam sistem peradilan kita sebagai lembaga yang krusial keberadaannya.

Signifikasi perdamaian secara jelas bisa dilihat dalam pasal 16 ayat
2 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Kententuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata
perdamaian.”

Artinya perkara yang masuk ke pengadilan wajib untuk diperiksa
dan diadili oleh pengadilan tetapi proses tersebut tidak menutup
kemungkinan dilaksanakannya perdamaian oleh para pihak. Ajuran dan
dorongan untuk perdamaian bisa diusahakan sepanjang pemeriksaan
perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian yang
dilakukan bukan hanya pada sidang pertama melainkan juga pada setiap
kali dilaksanakan.

Untuk mengupayakan perdamaian, maka hakim harus bertindak
serius, aktif, dan rutin mengiringi atau mendorong para pihak. Untuk bisa
bertindak aktif sebagai juru damai hakim harus harus benar-benar

mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap perkara perdata yang
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menjadi sengketa. Hakim harus mempunyai kemampuan diluar disiplin
ilmu hukum, misalnya kemampuan tentang psikologi.

Menurut peneliti, upaya hakim untuk melakukan perdamaian
kepada para pihak yang bersengketa di setiap persidangan sudah
dilakukan. Namun akan sangat membantu hakim bila pemahaman
mengenai psikologi itu dimiliki oleh seorang hakim agar bisa menyelami
suasana batin para pihak yang bersengketa, sehingga bisa menjalankan
upaya mendorong perdamaian secara aktif. Nyatanya masih belum
terealisasikan, hakim hanya mengupayakan dengan pemberian nasehat

kepada para pihak.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis yang telah peneliti lakukan,
maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Respon Para pihak yang berperkara terhadap penggunaan mediasi di
Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa mediasi tidak diperlukan
lagi mengingat para pihak yang berpekara sudah melakukan mediasi
sebelum para pihak membawa perkaranya di Pengadilan dan beberapa
pihak menyatakan mediasi diperlukan karena adanya aturan yang
mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi sehingga aturan itu baik
untuk dilaksanakan.

2. Menurut pandangan Hakim di Pengadilan Agam Jember mediasi perlu
dilakukan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur
tentang proses mediasi di Pengadilan termasuk didalam hukum acara yang
berlaku di Pengadilan sehingga harus dilaksanakan, seorang Hakim pada
sidang pertama mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih
dahulu. Bila tidak menempuh jalur mediasi terlebih dahulu maka batal
demi hukum. Sehingga mediasi dipandang perlu hanya sebatas
memberlakukan dari aturan tersebut.

3. Indikator keberhasilan dari mediasi adalah dengan mencabut gugatan,
kesepakatan para pihak, serta membuat akta perdamian. Mediasi yang

dilakukan pada Tahun 2016 dari 543 perkara mediasi yang masuk ke
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Pengadilan Agama Jember berhasil dimediasi hanya 11 perkara, tidak
berhasil 532 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi
yang dilakukan di Pengadilan Agama sendiri belum berhasil.

4. Upaya yang dilakukan oleh hakim dan mediator di Pengadilan Agama
Jember dari mulai pengangkatan mediator (hakam) yang bersertifikat,
pengelolaan emosi yang dilakukan oleh mediator mediator skill dari
seorang mediator sudah dilaksanakan namum tidak semua dari hakim
Pengadilan Agama Jember yang tidak memiliki sertifikat membuat hakim
hanya memberikan nasehat saja kepada para pihak, perlunya ilmu tentang
psikolog untuk memahami para pihak juga perlu dilakukan seorang hakim.
Sehingga keberhasilan dari dilaksanakannya mediasi ini bisa diwujudkan.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, peneliti memberikan
beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Jember
a. Hendaknya lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan sosialisasi

kepada masyarakat terhadap mediasi yang dilakukan di Pengadilan
Agama Jember

2. Bagi Mediator
a. Diharapkan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal mediator

agar bisa maksimal dalam pelaksanaan mediasi, khususnya dalam

menerapkan teknik dan strategi khusus dalam mediasi, tidak hanya
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menunjukkan dalam bentuk bahasa yang verbal tetapi juga dalam
bahasa non verbal.
Diharapkan meningkatkan kemampuan mediator dengan mengikuti

pelatihan-pelatihan komunikasi atau training public speaking.

3. Bagi Para Pihak yang bersengketa

a.

b.

Agar memberikan keterangan-keterangan yang benar, keterbukaan
dalam penyampaian permasalahan yang disengketakan supaya tercapai
suatu kesepakatan.

Agar kiranya tetap mempercayai sepenuhnya ke Pengadilan Agama
sebab orang-orang di dalamnya orang-orang terpilih terkhusus para
mediator apalagi mediator sudah bersertifikat serta tetap
menghormatinya degan cara mengikuti dengan baik, aktif mengikuti

proses mediasi.
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Agama Jember mediasi di Jember yang berperkara, Studi kasus (case Agama Jember?
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2. Pandangan Pandangan Hakim Sekunder: . Teknik di pengadilan
para Hakim terhadap penggunan 1. Bahan hukum Pengumpulan Agama Jember?
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